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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

bahwa untuk ‘memberikan  pedoman dan  menjamin
pelaksanadn keguitan pembangunan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Lamongan tahun 2023 tepat waktu, tepat mutu, tlepat
administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati  tentang  Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023;

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayvah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat [I Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Noemor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
[stimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor
5234} scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, rerakhir dengun Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daersh  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

6. Peraturan...
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
20321 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum  dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan
Pedoman Pengadsan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 483);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Penigadaan Barang/Jasa [Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Pengadaan Barang/Jasa [Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2019 Nemor 1659);

Peraturan Lembagn Kebijakan Pengadnan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadasn Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021
Nomor 593);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018 Nomor 4);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten

Lamongan...



Menetapkan

.

Lamongan Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2022 Nomor 20);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2022
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten
Lamonigan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  TEKNIS
PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023,

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 merupakan pedoman teknis untuk
Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2023,

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan
Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

BAB I PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

BAB M1 PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA

BABV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

BAB V1 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

BABVIII  PETUNJUK  PENGISIAN  BLANGKO  (UKPBI)
KABUPATEN LAMONGAN

BAB VIl  PETUNJUK PENGISIAN BLANGKO

BAB IX PENUTUP

Pasal 4...
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penéempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

Diundangkan di Lamongan YUHRONUR EFENDI
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
trd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesual dengan ashinya
HEP&L&% N HUKUM,

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

Sebagaimana dismanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Pasal 5 Avat (2), bahwa yang dimaksud dengun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjubaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah vang penyusunannya berpedoman pada Renca na Pembangunan Jangka
Panjang Daerah [RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Metiengah (RPJM) Nasional, RPUMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilsyah
(RTRW) serta memuat arah kebijukan keuangan daerah, strategi pembangunan
Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana
ketja dalam kerangka regulasi dan kerangkn pendanaan yang bersifat indikatif.
Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 {lima) tahun.

Merujuk padn ketentuan Pasal 261 aval (4), Undang-Undang Nomaor 23 Tahun
2014, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabuputeri Lamongan Periode Tahun
2021-2026 vakni Dr. H. Yuhrotur Efendi, MBA dan Drs, KH. Abdul Rouf M.Ag.
vang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada jumat 26 Februari 2021 harus
diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah [RPIMD) yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain janji-janji politik atau
Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan, hasil evaluasi lanerja
periode sebelumnya. capaian SDG's dan isu-isu strategis di dalam dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS| serta potensi-potens) unggulan Kabupaten
Lamongan juga Harus diakomodir dalami RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun
2021-2026. Keseluruhan hal tersebul dianalisis berdasarkan ketentuan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaar, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentung Rencens Pembangunan Janghka
Panjang Dacruh dan Rencana Pembungunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Terkait penyusunan Kaejlan Lingkungen Midup Strategs (KLHS) merujuk pada
Peraturan Menteri Délam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS dalam peryusunan RPIJMD.
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Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka RPJMD menjabarkan
visi, misi dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan
beserta kaidah pelaksanasnnya. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih merupakan
pentjabaran dari janji-janji politik yang hatus ditegemahkan pada dokumen RPJMD
Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, Namun demikian, selain menerjemahkan
visi dan misi, dokumen RPJMD juga harus mengakomodir hasil evaluasi Kinerja
periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten
Lamongan. Keseluruhbarn hal tersebut diaralisis berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017,

Penyusunan dokumen perubahan RPIMD dilakukan dengan memperhatikan
RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Jawn Timur, kendisi lingkungan strategis di
daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal,
gerta hasil evaluasi terhadap pelakssnaan RPIMD Kabupaten Lamongan 2021-
2026 vang berdusarkan puda Perattiratt Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Pasal 342 uyst (1) huruf ¢, Pertibiahan RPIMD dapat dilakukan karena terjadi
perubahan yang mendasar. Lebih lanjut pada ayat (3 dijelaskan bahwa perubshan
mendasar tersebut mencakup terjadinva bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemckaran daerah atau
perubahan kebijakan nasional.

RPJMD Kabupatet Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke -5
dari Rencana Pembangunan Jargka Punjang Kabupaten Lamongan Tahun 2005 -
2025, Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan pada periode ini merupukan
tahapan terakhir dan capaian RPJPD Kabupaten Lamongan, sehingea pada periode
ini Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak hanya berorientasi penuh pada capaian
RPIMD Tahun 2021-2026, namun harus memastikan bahwa seluruh tujuan
RPJPD bisa tercapal pada akhir periode RPIJMD. Dalam proses penyusunsnnya
RPIMD Kabupaten Lamongan telah mengacu pada Undang-Undang Norhor 23
Tahun 2014 vang mengamsnatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan
utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis,
dan Pendekatan Atas Bawah (topdawn) dan Bawah Atas (bottom-up).
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BAB 1T
PENATAUSAHAAN KEGIATAN SKPD

A, UMUM
1. Beberapa hal vang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan, antara
Ll ¢

a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala PD sesuai tugas dan
fungsinya, oleh karena itu PPK/PPTK FD serta Bendahora Pengeluaran
harus berada pada masing-masing PD;

b. Kegiatan-kegiatan yang telah selesal proses penyusunan dan
pengesahan DPA SKPD-nya agir berkoordinasi dengan UKPBJ untuk
pelaksanaan pengadaan birang/jusa dan kegiatan dapal dilaksanakan
sesuai jadwal yang ditetapkian sehingea tidak terjadi keterlambaran;

¢. Pelaksanaan kegiatan termasuk pembiayaannyd tidak beleh
menyimpang darl DPA-SKPD yang disahkan serta tidak boleh
melampaui  batas anggaran yang disediakan. dan pembiayaan
pengadaan yang dilaksanakan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
dibebankan kepada kegiaian yang akan dilaksanakan,

d. Dalam pelaksanaan pekerjuan agar dapat tercapai asas 5 (lima) tepat,
yakni tepat mutu, tepat waktu, tepat sasiran, tepat admimstrasi dan
tepat munfaat sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Khusus untuk perangkat pengadaan PPK waiib dijabat dari PD yang
bersangkutan, termasuk PPK untuk kegiatan konstruksi teknis pada
PD vang bersanglutan. Dulam hal tdak ads persone) vang dapat
ditunjuk sebagai PPK, PA wajib merungkap sebagai PPK.

2. Pengadaan barang/jasa oleh BLUD yang bersumber darl pendapatan BLUD
dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan tentang BLUD.
Sedangkan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD
sebhagian atau seluruhnya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturun Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Nilai paket Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp15.000.000.000,00
(litma belas miliar rupiah). disyaratkan hanya untuk Penyedia Pelierjaan
Konstruksi dengan kualifikisi usaha kecil, dan dapat disvaratkan untuk
Penyedia Peketjanan Konstruksi dengan kualifikasi menengah dalam hal
pekerjaan yang akan ditenderkan memilili tngkat risiko sednng dan/atau
teknolog madya:
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Penggolongan kualifikasi usaho jasa pelaksannan didassrkan pada knterin
tingkat/kedalaman/kompetensi dan potensi kemampuan melaksanakan
pekerjaan berdasarkan kriteria risiko dun kriteria penggunaan teknologi;
Pengadann Barang/Jasa Pemerintah  dilakukan  secara elektronik
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elekironik scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahiun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog
Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah;

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;

Pengendalian dan perlindungan hukum pada kegiatan Pengadaan Barang/

Jasa :

a. PD dilurang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam
pelaksanann Pengadaan Barang/Jasa;

b. Pimpinan PD wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan
Barang/Jasa kepada Bupati dan Lembaga Kebiiakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui UKPBEI;

¢, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan pelayanan hukum
kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam
menghadapi permasalghan  hukum dalam lingkup Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

. KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN DI LUAR
SEKRETARIAT DAERAH

Dalam rangkn peningkatan efektifitas, dayaguna dan hasilguna, keglatan di
Lingkungan Sekretariat Daerah dan di luar Sekrewriat Dacrah Kabupaten
Lamongan dilengkapi dengan unsur- unsur sebagal berikut:

1. Pengguna Angsaran (PA)

Kepala SKPD selaku PA.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannyva kepada kepala Unit
SKPD selaku KPA (Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal
11).

b. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan pada Kepala Bagian selaku KPA untuk melakukan
pengelolaan kevangan,

c. Berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub keglatan

dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/ sub
Kegiatan dengan Belanjn Modal di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
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miliar rupiah) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
pejabat st ringlat di bawah PA sesuail dengan bidang tugasnyva selaku
KPA,

d. Berdasarkan pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendah dilakukan
terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas dan/atau Unit
Pelaksana Teknis Daerah, PA  dapat melimpahkan sebagian
kKewenungannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA vaitu di RSUD,
Puskesmas (Dinas Keschatan) serta SMP dan SKB (Dinas Pendidikan,
Dinas Pemuda dan Olahraga).

3. Pejabat Pembuat Komitmen [PPK)

PPK dijabat oleh pejabat satu tingkat di bawah PA sesuai dengan bidang
tugasnya yvang melaksanskan pengadaan barang/jasa yang memenuhi
persyaratan sesual peraturan perundangan-undarigan. Dalam hal tudak ada
personel yang dapat ditunjuk sebagai FPK, PA wajib merangkap sebagai PPK.

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. PPTK merupakan Pegawa ASN vang menduduld jabatan struktural
sesial dengan tugas dan fungsinvu.

b, Pegawal ASN vang menduduki jabatan strukiural merupakun pejabat
satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA danfatay memiliki
kemampuan manajerial dan berintegntas

¢. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan benntegritas.

d. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN vang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
vang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

C. KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

8

Penunggung Jawab Program/Kegiatan Penanggung Jawab Program/

Kegiatan adalah Kepala PD pada lingkup bidang tugasnya dengan tujuan

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

Koordinator Penanggung Jawib Program / Kegiatan

a. Koordinator Penanggung Jawab Kegatan adalah Pejabat  yang
bertanggung Jawnb mengoordinasikan penanggung  jawab
program/kegatan pembangunan agar dalam pelaksanadinnya  dapat
berjalan lancar.

b. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan dyabat oleh Sekretaris
Daerah. Di samping itu Sekretaris Daerah karena kedudukannya, jugn
sebagal Koordinator Pengelola Ketangan Daerah.
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A. Penanggung Jawab Umum

.

Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan adalah Pejabat yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kegiatan secara
mienyeluruh di wilavah Kabupaten Lamongan agar pelaksanaannya dapat
bernjalan lancar,

Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan dijabat oleh Bupati dan
Wakil Bupati.

D. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

1. Biaya Pengelolaan Kegiatan diberikan sesual dengan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Anggaran 2023,

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, meliputi Honorarium Penanggung Jawnb Pengelola

Keunngan.

Honorarium diberikan kepada:

e

Pejabat Pengelold  Keuangan Daerah (PPKD] ateu Kuussa Pengguna
Anggaran (KPA);

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTR);

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD);

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan

Pembantu,

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana (pencairan dana. pengajuan

SPP. verifikasi dan lain-lain) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupat
Lamongan Nomar 52 tahun 2022 tentang Penjabuaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023,

E. PELAKU PENGADAAN
|. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

1o

@ e o e

PP

PA;

KPA:

Pejabat Pembuat Komiten (PPK);

Pejabat Pengadaan;

Pokja Pemibihan;

Agen Pengadausn;

Penvelenggara Swakelola;

Peniyedia,

K dapat dibantu oleh Tim Pendukung/Tim Telkmis/Tenaga Ahli yang

diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
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F. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1

PA memiliki rugas dan kewenangan sebaga: berikut:

a. melakukan tindakan varg mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjn;
b, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas angearan belanja
yang telah ditetapkan;

menietapkan perencanaan pengadaan:

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Péngadaan Barang/Jasa;

menectapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
menetapkan pengenaan Sanksi Daltar Fitam;

menctapkan PPK,

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

renetapkan tim teknis;

menetapkan tim juri/tim @bl untuk pelaksaraan melalm Sayembara/
Kontes,

m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;

1] Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jass Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000,000.000,00 {seratus miliar
rupiah|; atau

2| Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pugu Anggaran paling sedikit di atas
Rp10.000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah].

@ oA an

-
"

= R -

2, PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana

dimaksud angks 1 hurul a sampai dengan huruf g kepada KPA.

G. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1.

fn.ll

KPA dolam Pengadean Barang/Jusa meloksanakan pendelegasiuan sesual
dengan pelimpahan dari PA,

Selain kewenangan scbagaimana dimaksud angka 1, KPA berwenang
menjawab Sanggah Banding peserts Tender Pekerjaan Konstruksi,

. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud angka | terkait dengan:

a, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan/atau

b, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanji
yang telal ditetupkiin.

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengutsan Barang/Jasa.

KPA puda Pengadaan Barang/Jasa yang mengunakan anggaran belanja dari
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APBD, dapat merangkap sebagai PPK,
Seldin dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, KPA dapat dibantu
oleh Tim Tekris, Tim/Tenoga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

H. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

1.

ul

10.

L1

Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdusarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

. PPK merupakan Pejabat vang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa.

PPK dapat dijabat oleh :

#. pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau ASN di lingkungan PD;

b. personel selain yang dimaksud dalam huraf a.

PPK tidak boleh dirangkap olel:

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau
HBendahara:

b. Pejabar Pengudaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan
Barang/Jasa vang sama.

Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan perubahan SK penunjukan PPK.

. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPR yaitu :

o, memilik integritas dan disiphn;

b, menandatangani Pakia Integntas;

¢. memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;

Dalam hal persyaratan sebagnimana dimaksud pada angka 6 huruf ¢ tidak

dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingiat Dasar dapat digunakan sampai

dengan 31 Desember 2023,

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud padd angka 6 hurul d tidak

dapat terpenuhi, persyaratan Sarjena Strata Satu (S1) dapat diganti dengan

paling rendah golongan [1I/a atsu disetarakan dengan golongan Ill/a.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat ditambahkan

dengan :

a memiliki lntar belakang keilmuan dan pengalaman sesual dengan
pekerjaan; atau

b. memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam angkua 6, PA/KPA daput merangkap sebagai PPK.

PA/KPA yang merangkap sebagal PPK sebagaimans dimaksud anghka 10

dapat dibanty oleh pegawail yang memiliki kompetensi sesual dengun bidang

tugas PPK atau Agen Pengadaan.
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PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c.

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

menyusun perencanaan pengadaan;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menectapkan rancangan kontrak;

menectapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan:

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di  atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupidhj;

i. mengendalikan Kontrak;

j. menvimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

g aoe

@ = a

kegiatun;

melaporkan pelaksanaan dan periyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
menyerahkan hasil pelkerjnan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
dengan berita rcara penyerahimn:

menila kinetja Penvedia:

m.

n. menetapkan tim pendukung:

0, menetapkan tim ghli atau tenaga ahli; dan

p. menetapkan SPPBJ.

Selain melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 13, PFK

melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, melipun:

a melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,
dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang

menggunakan anggaran belanjn dari APBD. PA/KPA menugaskan PPTK

untuk melaksanakan tugus PPK sebagmmana dimaksud pada angka 13

huruf a sampai dengan huruf m,

PPTK vang melaksanakan tugas PPK sebugaimana dimaksud pada angka 15

wajib memenuhi persyaratan kompetens: PPK.

Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli, Tim Pendukung vang dibentuk oleh PPK dalam

rangka membantu tugas PPK bertanggung jawab penuh dengan tugas

sehagal benkut:

a Tim Teknis dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah untuk membantu,
memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap
sebagian atwi seluruh tahapan Pengadnan Barang/Jasa.
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b. Tim/Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka
memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap
sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

¢. Tium Pendukung dapat dibentuk dalam tangka membantu urusan yang
bersifar administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/ Pokja Pemilihan.

I. PEJABAT PENGADAAN

an

Pejabat Pengadoan wajlb dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
[Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Borang/Jasal,

. Untuk ditetapkan sebagni Pejabat Pengadann sebagaimana dimasksud pada

angka 1 harus memenuhi syarat sebagai berilout:

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau ASN/personel
lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi Pengadaan barang/ jasa;

b, memiliki integritas dan disiplin;

¢. menandatangani Palita Integritas.

Pengangkatan dan pemberhentian Pojabat Pengadaan tidak terikat Tahun

Anggaran dan berdasarkan pernturan perundang- undangan,

. Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebags:

a. Pejabat Penandatangan Sural Perintah Membayar (PPSPM] atau
Bendahars; atau
b Pejabat Penatausahaan keuangan,

. Pejabat  Pengadaan dalam Pengadasn Barang/Jasa sebagaimana

sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksansan Penunjuken Langsung untuk
pengadaan Barang/Pekeguan Konstruksi/Jasa Lainnya vang bernilai
paling banyak Rp200.000,.000,00 (dua ratus juta rupiah);

¢. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan  Jasa  Konsultans: ‘yang bernilaa  paling banyak
Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing yang  Dbernilai  paling  banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah).

J. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
L. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas;

6. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-
purchasing dan Pengadaan Langsung,
b, menetapkan pemenang pemiliban /Penyedia untuk metode pemilihan:
1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Burang/Pekerjman  Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
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Anggarun  paling banvak Rpl100.000.000.000,00 (seratus mikiar
rupiah|; dan
2) Seleksi/Penunjukan Lengsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan  nilai Pagy  Anggeran  paling  banyak
Rp10.000.000.000,00 |sepulub miliar rupiah).

Pokja Pemilihan sebagaimuna dimaksud pada angka | beranggotokan 3 {tiga)

orang.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kempleksitas pemilihan Penyedia,

anggota Pulga Pemilihan sebagumaena dimaksud pada angka 2 dapat

ditambsth sepanjang berjumlah gasal.

4. Pokjn Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

F.I'l

Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahl, Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim

Teknis dan Tim Pendukung,

Pokja pemilihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa).

Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan harus memenuhi syarat sebaga

berikut:

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau ASN/personel
latnnva yang memiliki Sertifikat Kompetensi Pengndaan Barang/ Jasa;

b. memiliki integntas dan disiplin’

¢. menandatangani Pakta Integritas; dan

d. dapat bekerja sama dalam tim.

Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket

pengadaan.

Anggota Pokjn Pemilihan tidank boleh merangkap sebaga Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar [PPSPM) atuu Bendahara,

K. AGEN PENGADAAN

I,

Agen Pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang/jusa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka |
mutatis mutandis dengan tugas Pokjn Pemilihan dan/atau PPK.

L. PENYELENGGARA SWAKELOLA

L.

Penyelenggara Swakelola terdin atas

a. Tim Persiapan yang memiliki tugas menyusun sasaran rencana kegatan,
jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;

b. Tim Pelaksana yang memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran;

e. Tim Pengawas yang memiliki persiapan dan pelaksanaan fisik swakelola
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tugas mengevaluasi maupun admimstrasl

2. Personel pada Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola
Tipe | merupakan Pegawal PD penanggung jawab anggaran.

3. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe 1I:

a. Tim Persmapan dan Tim Pengaowas merupakan Pegawmi  PD
penanggungiawab anggaran; dan

b. Tim Pelaksana Pegawai PD lan pelaksana Swakelola.

4, Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe [11:

a. Tim Persinpan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai PD penanggung
jawab anggaran; dan

b. Tim Pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi
Kemasyarakatan pelaksann Swakelola.

5. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe IV yang meliputi Tim
Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan pengurus/anggota
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

6. Penetapan/pengangkatan Penyeleriggara Swakelola dilakukan sebagan
berikut:

a. tipe | Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA;

b. tipe 1l Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA
penanggungiuwab anggoran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
Pimpinan PD lain pelaksana swakelola;

¢. tipe I Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA sertn
Tim Pelaksana ditetapkan cleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
pelaksana swakelala: atau

d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok
Masyvarakat pelaksana swakelola.

7. Pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Swalelola dapat tidak
terikat Tahun Anggaran.

8. Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe | dapat terdini dari
personel yang sama,

9. Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe [ dan Tipe 111 dapat
terdirt dari personel vang s,

10. Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleh tim teknis
dan/atau tim/tenaga ahli

11. Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe | tidak boleh melebihi
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

M. PENYEDIA

Syarat Kualifikas) Admimistrasij/ Legalitas Penyedia Barang/Jasa Persyaratan
kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:
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. memiliki lzin usaha sesuat dengan peraturan perundang-undangan,
antara lain di bidang pekerjann konstruksi, perdagangan, jasa lainnya,
alau jasa konsultansi sesual dengan skala usaha (segmentasi/ klasifiknsi),
kategori/golongan/subgolongan /kelompok atau  kualifikasi  lapangan
usah:,

. untuk Sertifikasi Badan Usaha, SBU yang diberikan sudah berbentuk
SBU elektronilk.

. untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.

d. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB

. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak

teralkhir (SPT tahunan).

mempunyai dtau metiguasal tempat usaha/kantor dengan alamat yang

benar, tetap dan jelas berupa milik sendird atau sewu.

. secura hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada

Kontrak vang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan )| dan

3) Kartu Tanda Penduduk.

. Surat Pernyataan Pakta Integntas melipun

1] udak akan melakukan prakiek Korupst, Kolusi, dan Nepotisme;

2} akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini,

3) akan mengikuti proses pengadaan secary bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbak sesuar ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

4] apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), angka 2)
dan angka 3| bersedia menerima sanksi sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

Sural periyataan vang ditandatangani Peserta berisi:

1) vang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

2) yvang bersangkutan berikut pengurus badan usaha udak sedang
dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalam sanksi pidana:

4) pimpiran dan pengurus badan ussha bukan sebagal pegawal
Kementerian /Lembaga / PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagal pegawal Kementerian/Lembagn/PD vang sedang mengambil
cuti diluar tanggungan Negara;

5] Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam
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Dokumen Pemillhan; dan
6] data kuanlifikasi yang diisian dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan apabila dikemudian harl ditemukan bahwa
data/ dokumen vang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,
ke direktur utama/pimpinan perusahadn/ pimpinan koperasi, atau
kepaln cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja  sama
operast/ kemitraan /bentuk kerja sama lain bersedin dikenakan sanksi
administratif, sanks: pencaniuman dalam daftar hitam, gugatan
secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesual ketentuan peraturan perundang undangan.
jo Dalam hal Peserta aksn melakukan konsorsium/kerja sama
operasi/ kemitraan/bentuk kerja sama lamn harus mempunyal perjanjian
korisorsium kerja sama operasi/ kemitraan /bentuk kerja sama lain,
Evaluasi persyaratan pada huruf @ angka 1) sampai dengan angka 5)
dilakukan wuntuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari
konsorsium /kerja sama operasi/ kemitraan bentuk kerja sama lain, Untuk
Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa n Usaha Mikro Kedil [IUMK) dan
tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusabiaan [TDH).
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan
peraturan Peruridang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedornan
pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa
honstruksi.
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa
Perorangan, meliputi:
a. memiliki identitas  kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda
Penduduk (KTP}/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
b. memilika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi
kewngiban perpajakan tahun terakhir
¢. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pernyataan yvang ditandatangani herisi:
1} tidak dikenakan Sanks| Daftar Hitam:
2) keikutsertaannva ntdak memmbulkan pertentangan  kepenungsn
pihak yang terkail:
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani
sanksi pidana; dan
4) tdak berstatus ASN, kecuali vang bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.
2. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedin
n. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barung, meliputi |
1} memiliki pengalaman:
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penyediaan barang padh divisi vang sama paling kurang 1 [satu)
pekerjaan dalam kurun waddu 1 (satu) tahun terakhir balk di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontral; dan

penvediaan barang sckurang-kurangnya dalam kelompok/grup
yvang sama paling kurang | (satu) pekerjaan dalam kurun wakiu 3
(tigal tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun

swasta termasuk pengalaman subkontroak

21 memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan

peralatan vang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk
layanan purna jual jika diperiukan.

b. Syvaratl Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:
1] memiliki pengalaman:

bj

penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (salu)
pekerjann dalam kurun waktu | (satw) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak:

pényediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/ grup vang
sama paling kurang | {satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga
tahun terakhir baik di lnghungan pemerintah maupun swasta,
terrnasuk pengalaman subkontrak; dan

nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan
50% (hma puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

2) memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan

peralatan yung dibutihkan dalam proses penyediaan termasul

layanan purna jual jika diperlukan).

c. Svarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultans: Konstruks: berdasarksn ketentuan peraturan Perundang-
undangan di bidang Jasa Konstruksl beserta pedoman pelaksanaan vang
ditetapkan oleh Menteri vang membidang Jasa Konstriksi,

d. Svarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha,
mediputi:

1) memiliki pengalaman:

b

pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 ([satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu] tahun terakhir baik di
lingkungan pemernntih maupun swasta, termasuk pengalmman
subkontrak;

pekerjaan vang serupa  [dimilar berdnsurkan’ jenis peketjpon,
kompleksitas pekerjaan, metodelog, teknologl, atau karakteristik
lainnya yang hisa mengeambarkan kesamaan. paling kurang 1



-22.

(satu) pekerjaan dalam Kurtin waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan
¢] nilai pekerjaan seéjenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun (erakhir paling kurang sama dengan 50% [lima puluh
persen) nilai total HPS/ Pagu Anggaran,
2] memiliki sumber dava manusia:
a) mangjerial; dan
b} tenaga kerja (jiika diperlukan),
3) memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperiukan)
e. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Perarangan,
meliputi:
1) ‘memiliki pengalaman :
al pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan,
metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa
menggambarkan kesamaan|: dan
b} hilai pekerjaan ssjenis tertinggi dalem karan waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh
persen) nilad total HPS/Pagu Anggaran.
2) jenjang pendidiken;
3) memiliki sertifikat keahlian /teknis;
4) pernah mengluti pelatihan/kursus, dan/atau
5) memiliki kompetonsi sesual bidangnya.
3. Sywarat Kualiikas: Kemampuan Keuangan
a. Svarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa
Lainnva/Jusa Konsultansi
Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa
Sisa Kemampuan Nvata (SKN| vang disertai dengan laporan keuangan.
Kemampuan Nvata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat
penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuusngan dan kemampuan
permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan
cikerjakan.
SKN dikecuanlikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai
berikut:

SKN = KN - E nilai paket pekerjaan vang sedang
dikerjakan

KN = fp.MK

MK - f.KB
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Keterangan :
KN = Kemampuan Nyata
MK - Modal Kenja
fp - faktor perputnran modal
fp untuk Usaha Non-Kecil [Menengali dan Besar)
=7
fl = faktor likuiditas

fl untuk Usaha Non-Kecil = 0.6

KB = Kekayaan Bersih
total ekuitas vang dilihat darl neraca keuangan
tahun terakhir

b. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Peketjnan
Konstruks: berdasarkan ketentuan peraturin Perundang-undangan di
bidang Jasa Konstruks: beserta pedoman pelaksanaan yang ditetaploiin
aleh Menteri vang membidang Jasn Konstrulsi.

4. Kemitraan

Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis keahlian

vang diperlukan untuk menyelesaikan pekenjaan tidak dapar dilakukan oleh

1 (satu) Penvedia, maka:

a. diberikan kesempaten yang memungkinkan para Peényedia saling
bergabung datam suatu konsorsium/kerja sama
operasi/ kemitraan /bentuk kerja sama lain; dan/atau

b. diberikan  kesempatan vang memungkinkan Penyedia  atau
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja samas lain
Penyeédia untuk menggunakan tenaga ahli asing. Tenaga ahli asing
digunakan secpanjang diperiukan untuk mencukupi kebutuhan jems
keahlinn yang belum dimiliki dan untuk meningkathan kemampuan
teknis guna nienangani Kegiatan atau pekerjaan.

N. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

1, Katalog elektronik memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa yang
dibutuhkan oleh PD.

2. Sistem katalog elektromik  sebagaimana dimaksud pada angka 1
diselenguarakan oleh LKPP.

3, Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh
LKPP.

4. Pimpinan PD dapat melaksannkan pengadaan melalui e-karalog terhadap
Barang/Jusa yang sudah dimuat dalam sisterti katalog elektronik yang
diterbitkah oleh LKPP,

5. Pengadaan melalui e-katalog dilaksanakan oleh PPK atau Pejabat Pengadaan.

6. Ketentuan mengenai katalog elektronik berpedoman pada Peraturan LKPP
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
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O. PENGESAHAN GAMBAR PERENCANAAN

I,

N

Dalam pengesahan gambar rencana. semua gambar perencanasn kegiatan
termasuk kegintan yang dikerjakan oleh Konsultan Perericanal harus
dikeetahui/mengetuhui oleh PD Teknis [sesuai tugas dan fungsi).

Setiap gambar pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh pejabat yang
ditunjuk.

Diberi disclaimer “Gambar, RKS dan perhitungan teknis konstruksi tetap
menjad: tanggung jawab profesional Perencana.

. Penetapan pejabat yang mengetahui gambar diatur sebagai berikut:

#. Sekretaris Daerah dengon nilai konstruksi di atas Rp2.500.000.000,00
([dua miliar ima ratus juta rupiah)

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretarts Daerah dengan nilai
konstruksi di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupish).

c. Kepaln Bagian Admimstrasi Pembangunan Sekretarial Daerall dengen
nilai konstruksi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

. Pengajuan gambar disertal dengan RAB (termasuk Kesehatan dan

Keselamatan Kena /K3).

P. PEMERIKSAAN PEKERJAAN

L.

N

Khusus pekerjanan konstruksi waiib dilakukaen pemeriksaan pekerjaan olel
FPK pada saal prosentase pekerjaan mencapai 25% (dua puluh Uma persen).
Untuk menjaga mutu pekerjaan, PPK wajib mencantumkan tashapun
pemeniksaan pekenaan dalam kontrak kerja dengan penyedia jasa.

Q. PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN PADA SEKTOR USAHA JASA
KONSTRUKSI

1.

Tujuan program jaminan sosial tenaga kerja adalah memberikan
perindungan tenaga kema atas tergadinya risiko kecelakaan kerja dan
meninggal dunia dengan ruang lingkup:

- Jaminan Kecelikaan Kerja [JKK)

- Jaminan Kematian (JKM)

. Penyedin Barang/Jasa berkewsjiban menjamin keamanan atas risiko

kecelakaan kerja pada masa kontrak sesum SPK yang diterbitian.

Mekanisme perlindungan terhadap tenagn kerjo untuk pekerjoan fisik
melalui Program BPJS Ketenagakerjuan harus dilakukan oleh Pimpinan
Perusahnan /Direktur  pada saat  Penandatanganan Kontrak, dengan
melampirkan bukti penjaminan asuransi fenaga kerja.

. Tata cara pendaftaran, pembayaran iuran, pelaporan dan penetapan jamingan
boagi Pekerja Harian Lepus, Borongun dan Perjanjian Kerja Waktu Tertenti
pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai Peraturan Menten
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Ketenagakerjann Nomor 5 Tahun 2021 wentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kena, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari
T,
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BAB IIT
PENGADAAN BARANG/JASA

A. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

L.

Petencanaan pengadaan  meliputi  identifikasi  kebutuhan, penetapan
barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
Perencanaan Pengandaan yang dananya bersumber dari AFBD dilakukan
bersamnan dengan proses penyusurian Rencana Kerju dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA SKPD) setelah nota kesepukatan Kebjukan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),
Perencanaan pengadasan terdin atas:

& perencandan pengadaan melalui Swakeloly; dan/atau

b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

d. penetapan tipe Swakelola;

b. penvusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud huruf d terdini atas:

a. Tipe | vaitu Swakeloln yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi
oleh PD penanggung juwab anggaran;

b, Tipe Il yaitu Swakelola vang direncanakan dan diawasi oleh PD
penanggung jawab angearan dan dilaksanakan oleh PD lain pelaksana
Swakelola;

c. Tipe Nl yaitu Swakelola vang direncanskan dan diawasi oleh PD
perianggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana
Swakelola; atau

d. Tipe v yaitu Swakelola yang direncanakan oleh PD penanggung jawab
anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyvarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompik Masyarakat pelaksana
Swakelola.

. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliput:

penyusunan spesifikasi teknis/KAK:
penvusunan perkiraan biava/RAB;
pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
Konsolidas: Pengadaan Barang/Jasa; dan

penyusunan biaya pendukung,

e B0 oe

. Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagsimana dimaksud pada

huruf ¢ dimuat dalam RUP.

8. Spesifikasi Teknis/Kerangkn Acuan Kerja

a. Dalam menvusun spesifikasi tekms/KAK:
1) menggunakan produk dalam negeri;



=

2] menggunakan produk bersertifikat SNI;

3] produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi
dalam negeri, dan

4) produk ramah lingkungan hidup.

Dalam penvusunan spesilikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutarn

merek terhadap:

1) komponen barang/jasa;

2} suku cadang;

3) bagian dari satu sistem vang sudah ada;

4} barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toke Daring.

. Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada angka 8

huruf a angka 1) dilakukan separjang tersedia.

Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada angka 8
huruf a angka 4), menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah
lingkungan hidup.

9, Pemaketan Pengadaan Bédrang/Jasa dilaktkan dengan berorientasi pada:

ii.

T L

-

keluwran atau hasll;

volume barang/jasa;

kerersediann barang/ jasa;
kemaimptian Peluky Usaha: dan /atau
ketersediasan anggaran belanja.

10. Dalam melakukun pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

A.

menvatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa
vang tersebar di beberapa lokast/daerah yang menurat sifat pekerjaan
dan tingkat cfisiensinya seharusnya dilakukan 'di  beberapa
lokasi /daerah masmg-masing;

menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat
dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang hesaran
nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/ atau

. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan

maksud menghindari Tender/ Seleksi.

11, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

“'

b.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakikan pada tahap perencanann
pengadaan, persinpan Pengadaan Barang/Jasa melalui  Penyedia,
dan/atay persiapan pemilihan Penyedia.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK
dan /atau UKPB.J,

12. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pengumuman RUP PD dilakukan setelah rancangan Peraturan Dacrah
tentang APBD disetujui bersama oleh Bupati Lamongan dan Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Pengumuman RUP melalul SIRUP sebagaimana dimaksud pada huruf' b
dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian /Lembagas / Pemerintah
Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surar kabar,
dan/ ateu media lamnya.

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat
perubabian /revisi paket pengadaan atau DPA,

B. PERSIAFPAN PENGADAAN BARANG/JASA
. Persiapan Swakelola

a.

Persiapan Pengadaan Barang/Juase melalui Swakelola meliputi penetapan
sasaran, Penyelenggars  Swakelola, rencana  kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB.

Penetapan sasaran pekerjaan Swukelola ditetapkan oleh PA/KPA.
Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga
ahli/peralatan/bahan tertentu vang dilaksanskan dengan Kontrak
tersendin.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angks 4 hanya dapat digunakan
dalam pelaksanaan Swikelola tipe | dan jumlah tenaga ahh tidak boleh
melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlsh anggota Tim Pelaksana.

. Hasil persiapan Pengadann Barung/Jasa melalui Swakelola ditunngkan

dalam KAK kegiatan /subkegiatun /output.
Rencana Kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi
dan ditetapkan oleh PPK.

. Biava Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan

komponen biaya pelaksanoan Swakelola.

PA dapat mengusulkan standar biava masukan/keluaran Swakelola
kepada menten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kKeuangan negara atau Bupati.

2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK melipati
kegiatan:

a.
b.

C.

menetapkan HPS;
menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

o, menetapkat vang muka, jaminah uang muka, jominan’ pelaksanaan,

jaminan pemeliharanh, sertifikat garansi, dan/ atau penvesuasian hargn.

3. Harga Perkiraan Sendin [HPS)

.

HPS dihitung secarn keahlian dan mengegunakan datn yang dapat
dipertanggungjawabkan.
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by. Nilai HPS bersifat tidak rahasia.

c. Rincian HPS bersifat rahasia.

d. HPS digunakan scbagai:

1] alat untuk menilai kewajaran hargn penawaran dan/atau kewajaran
harga satuan;

2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran vang sah dalam
Pengadaan Barang/ Pekerjnan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

3] dasar untuk menetapkan besarun nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
penawaran yang nilamya kurang dar 80% (delapan puluh persen) dari
nilai HPS.

e. HPS udak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

{. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-
purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

g Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) han kerja sebelum
batas akbir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
atau

b. pemasukan  dokumen  lualifikasi  untuk  pemilihan dengan
prajeualifilasi.

. Kontrak Pengadaan

a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdin atas:
1) lumsum;
2] harga satuan;
3) gabungan lumsum dan harga satuan;
4 kontrak payung dan
2] aya plus imbalan.
b. Jenis Kontrak Pengadasn Pekerjaan Konstruksi terdiri atas;
1) lumsum:-
2} harga satuan;
3) gabungan lumsum dan harga satuan;
4) ' putar kunei; dan
b} 'biayva plus imbalan.
¢ Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdird atas:
I} homsum;
2} waktu penugasan; dan
3} kontrak payung
d. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1) lumsum; dan
2} waktu penugasan;
e. Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), huruf b
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angka 1), huruf ¢ angka 1) dan huruf d angka 1) merupakan kontrak
dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap
dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai benkut
1] semua risiko sepenuhnya ditanggung oieh Penyedia;
2) berorientasi kepada keluwran; dan
3} pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesual dengan Kontrak.
Kontrak Hargs Satuan sebaguimana dimaksud pada huruf a angka 2§ dan
huruf b angka 2] merupakan kontrak Pengaduaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi fJasa Lainnya dengan harga satuan yvang tetap untuk setiap
satuan atay unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam balas waktu yang telah ditetapkan
dengan ketentuan sebagal berikut:
1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifal perkiraan pada
saat Kontrak ditandatangani;
2] pembavaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi
volume pekerjaan; dan
3] nilai akhir Kantrak ditetaphan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada huruf & sngka 3) dan huruf b angka 3) merupakan Kontrak
Pengadaan Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  gabungan
Lumsum dun Harga Satuan dalam 1 (sati) pekerjaan yang diperjanjikan
. Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf
¢ angkn 3| dapar berupa kontrak harga satusn dalam periode waktu
tertenty untik barang/jasa vang belum dapat ditentukan volume
dan/atau wakiu pengirirnannya pada sdat Kontrak ditandatangani.
Kontrak Putar Kunci sebagaimena dimaksud pada huruf b angka 4j
merupakan suatu perjenjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam
hal Penyedia setuju untuk membangun provek tersebut secara lengkap
sampai selesai termisuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga
proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada hurul a angka
5) dan huruf b angka 5) merupakean jenis Kontrak yang digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjdan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka
penanganan  keadsan darurat  dengan nilal  Kontrak merupakan
perhitungan dari biays aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap
atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
., Kontrak beérdasarkan Wakiu Penugasan sebagaimana dimaksud pada
huruf © angka 2) dan huruf d angka 2) merupakan Kontrak Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa
didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk
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menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan,

I. Kontrak Tahun Jamalk merupakan Kontrak Pengadaan Barang/.Jasa yang
membebani lebih dan 1 [satu) Tahun Anggeran dilakukan setelah
mendapatkan  persetujuan pejabat ving berwenang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

1) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2] pekerjaan  vang penvelesaiannya  lebih  dari 1 (satu) Tahun
Anggaran; atau

3) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk
jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3
(tiga) Tahun Anggaran.

m. 1) PPK dupat menggunakan selain jenis Kontrak scbagaimana ‘dimaksud
dalam huruf a sampal dengan hurufl | sesuai dengan karakteristik
pekerjaan yang akan dilaksanakan;

2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud
pada angka ] harus memperhatikan prinsip efisien, efektil dan
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

n. Bentuk kontrak terdin atas :

|| Bukti pembelian /pembayaran
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
banyak Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

2} Kuitansi
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lairinva dengan nilai paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3) Surat Perintah Kerja (SPK)
digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling
banyvak Rp200.000.000,00 ([dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00

|dua ratus juta rupiah);

4) Surat Perjanjian
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnyva dengan nilai paling sedilit di atas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

5} Surat Pesanan
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
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0. Ketentuan mengenal bukti pendukung untuk masing- masing bentuk
Kontrak dilakukan sesual ketentuan dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keusngan negara atau
menten yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam
negeri.

5. Uang Muka
a. Uang muka dapat diberilkan untuk persinpan pelaksanaan pekerjann,

dengan ketentuan:

1} paling tinggi 30% (tige puluh persen) dari nilai kontrak untuk
usaha kecil;

2| paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nila kontrak untuk
usaha non-kecil dan Penvedia Jasa Konsultansi; atau

3) paling tinggi 15% (ima belas persen) dari nilai kontrak untuk
Kontrak Tahun Jamak,

b, Pemberian vang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang
terdapat dolam Dokumen Pemilihan.

6. Jaminan Pengadaan
a. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

1| jaminan penawaran;

2] jaminan sanggah banding;
3) jarmman pelaksanaan;

4) jaminan vang muka; dan
3} juminan pemelibaraan.

b. Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angla 1)
untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dar pengadaan barang/jasa
yvang dilakukan secara terintegrasi.

c. Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada huruf a angka
2] hanya untuk Pekerjaan Konstruks:.

d. Jaminan sebaguimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa bank
garansi atau surety bond,

¢. Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 4| bersifar:

1] tidak bersyaraf;

2] mudah dicairkan; den

3) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan  dari Pokja
Pemilihan/PPK /Pihak vang diberi kuasa oleh Pokja Pernilihan | PPK
diterima.

f. Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran,
jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan
pemeliharaan,
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- Jaminan dari Bank Umum, Perusahasan Penjaminan, Perusahaan
Asuransi, lembaga keuangan khusus vang menjalankan usaha di
hidang pembiayaan, penjominan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lembagn pembiayaan ekspor Indonesia dapat
digunakan untuk semua jenis Jaminan.

. Perusahaan Pemjaminan, Perusahann Asuransi, dan lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usahs di bidang pembiavaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ckspor Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayasn ekspor Indonesia sebagaimane dimaksud pada huruf g
adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan
pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan.

i. Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf b

diberiakukan wuntuk nilai HPS paling sedikit  di atas
Rp10.000.000.000,00 {sepulih miliar rapiah).

+ Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf i besamys

antara 1% (satu persen| hingga 3% (tiga persen| dari nilm HPS,
. Pengadaan Barnng/Jasa vang dilakulain secara terintegrasi, Jaminan
Fenawarun sebagnimana dimaksud pada huruf i besarnya antara 1%
[satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

. Jaminan Sanggah Banding sebagmmana dimaksud dalam huruf ¢

betsarnya 1% (satu persen| dari nilai HPS.

- Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding

scbagaimana dimaksud pada huruf ¢ besarmnya 1% (satu persen) dani

nilal Pagu Anggaran.

. JJaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hurufa

angka 3| diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerinan

Konstruksi/Jasa Lamnya dengan nilai paling sedikit di  atas

Rp200.000.000.00 {dua ratus juta rupiah).

. Jaminan Pelnksanaan sebagaimuna dimaksud pada huruf m tidak

diperivlan, delam hal:

1) Péngadaan Jasa Lainnya yang aset Penvedia dikuasai oleh
Pengguna; atau

2) Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

. Besaran nila Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1) untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai
dengan  100% (sermtus persen] dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanasn sebesar 5% (lima persen) dari nilad kontrak; atau

2] untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari

nilai HPS | Jaminan Pelaksanaan sebesar 3% (lima persen) dari



nilax HPS.
4. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi
adalah sebagal berikut:

1) untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai
denigan 100% (seratus persen| dari riilai Pagu Anggarnn 1 Jaminan
Pelaksanaan sehesar 5% (lima porsen) dari nlai kontrak; atau

2] untuk nila penawaran di bawah 80% [delapan puluh persen) dari
il Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima
persen) dan nilai Pagu Angearan,

r. Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Lainnyva atay serabl terima periama
Pekerjaan Konstruksi.

s. Juminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a
angka 4) diserahkan Penyedia kepada PPK senilm uang muka

t. Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimena dimaksud pada hurufl s
bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa
uang muka yang diterima,

u. Jaminun Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada anglea 6 huruf a
angka 35) diberiakukan untuk Pekerjuan Konstruksi atau Jasa
Lannya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia
menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama
{Pravisional Hand Over).

v. Juminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf u
dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan
selesal.

w. Besaran nilai Jaminan Pemelibaraan sebesar 5% (lime persen) dari
nilai kontrak.

7. Sertifikat Garansi
a. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunasn barang
hingga jangka waktu tertentu sesyai dengan ketentuan  dalam

Rontrak.

b. Sertifikat Garansi sebagaimana dimalesud pada huruf a diterbitkan
oleh produsen atau plhak yang ditunjuk secara sah oleh produsen,
8. Penyesuaian harga
a. Penyesualan harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis
Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu
Penugasan sesual dengan ketentuan dan persyaratan vang telah
tercantum  dalam Dpkumen Pemilihan dan/atau perubahan
Dokumen Pemilihan; dan

2) tata cara penghitungan penyesusdian harga harus dicantumkan
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dengan jelas dalarn Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan
Dokumen Pemillhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Kontrak.

b, Persyaratan dan tata cara. penghitlungan penyesuainn harga
sebagaimuana dimaksud pada hurul a terdiri ntas:

1}

2)

3

4)

6)

penvesuaian harga diberiakukan pada Kontfak Tahun Jamak vang
masa pelaksanaannya lebih dan 18 (delapan belas) bulan;
penyesuaian  harga scbagnimana dimaksud pada angka 1)
diberlakukan mulai bulan ke-13 (uga belas] sejak pelaksanaan
pekerjaan|

penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran. kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung
foverhead cost), dan harga satuan umpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran;

penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak:

penvesuman harga sataan bag komponen pekerjaan vang berasal
dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaipn harga dari
negara asal barang tersebut;

Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat
pdanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulm bulan ke-13 [tga belas) sejdk adendum kontrak tersebut
ditandatangani; dan

indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyvedia adalah indeks terendah
antara jadwal kontrak dan redlisasi pekerjsan  Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnva.

C. METODE PEMILIHAN PENYEDIA
. Metode pemilihan Penvedia Barang/ Pekerjnan Konstruksi/ Jasa
Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
Pengadaan Langsung;
Penunjukan Langsung;
Tender Cepat; dan

Tender,
2. E-purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 1 hurufl a dilaksanalkan

untuk Barang/ Pekerjuan Konstruksi/Jasa Lainnya vang sudah tercantum
dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

3. Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 ([dua ratus juta rupiah),

I
¢
d.
¢,
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4. Penunjukan Langsung secbagnimana dimaksud pada angka | huruf ¢
dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.

5. Kntenn Barang/Pekerjuan Konstruksi/Jasa Lainnva untik keadasn tertentu

Sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:

a.

penyelenggaraan penyiapan  kegiatan yang mendadak untuk
menindaklanjuti  komitmen  internasionzl yang dihadini  oleh
Presiden /Wakil Presiden;

barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi
intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden,
Mantan Presiden dan Mantun Wakil Presiden beserta keluarganya serta
tamu  negarg setingkat kepals negara/Kepaly pemerintahan, atau
barang /jasa laan bersifat rahasin sesusl dengan Ketenluan peraturan
perundang-undangan;

. Pekeaan Konstruks: bangunan yang merupakan satu kesarian sistem

konstruks] dan satu kesatuan tangeung jawsb atas risiko kegagalan
bangunan vang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/
diperhitungkan sebelumnys;

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnys yang hanya dapat
disedickan eleh 1 {satu) Pelaku Usaha yang mampu;

pengadaan dan penyaluran benih unggul vang meliputi benih padi,
jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPR, dan ZA kepada
petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara
tepat dan cepat untuk pelaksanann peningkatan ketahanan pangan:
pekerjoan  proasarsna, sarans, den utilitas umum  dit lingkungan
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah vang dilaksanakan
olel pengembang yvang bersangkutan;

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya vang spesifik dan hanya
dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan
Tender ulang mengalami kegagalan; atau

pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainva dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

6. Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilaksanakan
dulam hal Pelaku Usaha telah terkualifikas) dalarm Sistem [nformasi Kinerja
Penyedia untuk pengadaan yang:

n. spesifikasi dan volume pekerjoannya sudah dapat ditentukan secara

rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyvebutkan merlk.
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7. Tender sebagaimana dimaksud pada angka | huruf ¢ dilaksansksn dalam

hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penvedia sebagaimana
dimaksud pada angka | huruf a sampai dengan hurul d.

D. METODE EVALUASI PENAWARAN

Pokja Pemilihan menctapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan
memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup,/ kompleksitas pekerjaan, dan
metode pemiliban Penyedia. Metode Evaluasi Penawaran menjadi acuan bagi
Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi Peseria
Pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/ menyiapkan dokumen penawaran.
Metode evaluasi pengwaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lamnya dilakukan dengan:

1.

Sistem Nilai

Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untulk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnva vang memperhitungkan penilaian teknis dan
harga. Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian
tethadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh
persen) sampal dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot
teknis antara 60% (enam puluhb persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh
persen), Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail).
Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-
masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai
total  keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai
angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari
dokumen Tender. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantisatif
atau yang dapat dikuantifikasikan. Penilaian penawaran harga dengan cara
memberikan mlai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran
Peserta yvang lain dibitung dengan menggunakan perbandingan  harga
penawarannya dengan harga penawaran terendah.

Penilaian Biava Selama Umur Ekonomis

Metode evaluasi Penilatan Biava Selama Umur Ekonomis digunakan untuk
Pengaduan Barang vang memperhitungkan faktor unsur ekonomis, harga,
biaya operasional biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangks waktu
operasi tertentu. Evaluasi administrasi dan teknis menpeunakan sistem
gugur (pass and fail). Evaluasi harga dilakukan dengan memperhifungkan
total biaya perolehdn (fotal cost of ownership) selama jangka waktu
operasi/umur ekonomis vang dikonversikan ke dalam harga sekarang
[present value). Penentuan Pemenang herdasarkan nilai Biava Selarna Umur
Ekonomis yang terendah.

3. Harga Terendah
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Metode evaluasi Horgn Terendah  digunakan  untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lairinya dalum hal harga menjadi dasar

penetapan pemenang di antara penawaran yang memenihi persyaratan

teknis. Pada sistem Harga Terendah, penctapan pemenang dilakukan

terhadap Pescrta Tender vang memenuhi persyaratan administrasi, teknis

dan penawaran harga terendah, Evaluasi administrasi menggunakan sistem

gugur (pass and fail). Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur [pass and

fail) atau sistem gugur dengan ambang batas. Sistem harga terendah dapat

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana:

n. Spesifikasi/KAK jelas dan standar;

b, Persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan

c. Harga/biuya adalah kriterin evaluasi utama. Metode evaluasi Barga
Terendah digunakan misainva untuk barang/jasa standar seperti
peralatan kantor, peralatan komunikasi, bahun kimin, mesin sederhana
atau bahan baku.

E. METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
1. Metode penyampaian dokumien penawaran dalam pemilinan Penyedia

Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa lunnya dilakukan dengan:

. 1 (satu] file;

b. 2 (dua) file: atnn

¢. 2 (dua) tahap,

Metode | (satu) file digunakan untuk Penpadaan Barang/Pekerjnan

Konstruksi/Jasa lainnya vang mengzunakan metode evaluasi Barga

Terendah.

Metode 2 (dua) file digunakan untuk Pengadasn Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa lainnya yang memeriukar penilaian teknis terlebih dahulu.

Metode 2 (dua) tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pckerjaan

Konstruksi /Jasa lainnya vang memiliki karaktenstik sebagai berikut:

a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;

b. mempunyal beberapa alternatifl penggunaan sistem dan desain penerapan
teknolog yang berbeda,

c. dimungkinkan perubshan spesifikasi teknis berdasarkan klurifikasi
penawaran teknis vang diajukan; dan/atau

d. membutuhkan penyetaraun teknis,

F. METODE PEMILIHAN JASA KONSULTASI

8

Metode Pemilihun penyedia jasa konsultansi terdin atas:
a. Seleksi;

b. Pengadoan Langsung: dan

¢. Penunjukan Langsung.
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Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka | hurul a dilaksanakan untuk
Jasa Konsultansi bernilai paling sedilat di atas Rp100.000.000,00 [seratus
juta rumah).

Pengadaan Largsung scbagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bemnilai sampai dengan paling
banyak Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah),

. Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 hurul ¢

dilaksanakan untuk Jusa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Kriteria Jasa Konsultanui dalam keadaan tertentu sebagnimana dimaksud

pada angka 4 meliputi:

a. Jasa Konsultanst yang hanya dapat dilakukan oleh | (satu) Pelaku Usaha
VANg Mmamp;

. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu] pemegang hak
cipta yang telah terdafiar atau pihak yang telah mendapal izin pemegang
hak cipta;

¢. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi
atau pengadaan arbiter yang tidak direncancdkan sebelumnya, untuk
menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pthak tertentu,
yang sifat pelaksapann pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera
dan tdak dapar ditunda;

d. Permintaan berulang (repeat orderjuntuk Penyedia Jasa Konsultans yang
SAma;

e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami
kegagalan;

{. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal
terjadi pemutusan Kontrak;

g Jasa Konsuliansi yang bersifat rahasia sesual dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan; atau

h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa

Konsultansi scbagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d, diberikan

batasan paling banyak 2 (dual kal.

G. METODE EVALUASI PENAWARAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

1.

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultans: dilakukan dengan:
a, Kualitas dan Biava;

b, RKualitas;

¢ Pagu Anggaran: atav

. Biaya Terendah.

Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang

lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesainn pekerjasn dapat
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diuraikan dengan pasti dalam KAK.

. Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup

pekerjaan, jenis tenaga ahli; dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa
Konsultansi Perorangan.

. Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup

pekerjgan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAR dan
penawatan tidak boleh melebilit Pagu Anggaran.

Metode evaluasi Binya Terendih hanya digunakan untuk pekerjaan stancdar
atay bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya
sudah mapan.

H. METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN JASA
KONSULTANSI

1

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung
menggunakan metode 1 (satu)] file.

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa

Konsultansi melalui Selekst menggunakan metode 2 (dual Ole.

Kuaulifikasi

a. Kunlifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan
pemenuhan persyaratan sohagal Penyeclia.

b, Kualifikasi dilakuksn dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

¢. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanasn pemilihan sebagai
herikut:

1] Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan
vang bersifat tidak kompleks: atau
2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
d. Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada hurul b
dan huruf ¢ dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi
penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
¢. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilinan sebagai berikut:
1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk Pengadaan
vang bersifar kompleks:

2) Seleksi Jasa Konsultasi Badan Usaha; atau

3) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekenjaan Konstruksi/Jasa
Konsultanst Badan Usaha/Jasa Konsultansi Peroratgan/Jasa
lainnya.

f. Kualifikasi pada prakunlifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5)
dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan
metode:
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1) sistem gugur untik Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
lainnya; atau

2) sistemy pembobotan dengun ambang batas untuk Penvedin Jasa
Konsultansi.

g Hasil prakunlifilkasi menghasilkan:

1) daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya,
atau
2) daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

h. Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikas: dalam Sistem Informasi
Kinerja Penyvedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi,

1. Pokja Pemilihan dilarang menambah persvaratan kualifikasi yang
diskriminatif dan tidak objektif.

}.  Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud
pada angka 5 hurul a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi memeriukan
teknolog tinggl, menggunakan peralatan vang didesain khusus, dan /atau
sulit mendefinisikan secara teknis baguimana cara miemenuhi kebutuhan
dan tujuen Pengadaan Barang/Jasa,

1. JADWAL PEMILIHAN
Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu
yvang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesual dengan
kompleksitas pekerjaan;

1} Pemilihan dengan Prakualifikasi
a, Tahap kualifikasi

Tahapan Waktu
a. pengumuman prakualifikasi | paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
b. pendaftaran dan | sampai dengan 1 (satu) bar kerja
pengunduban Dokumen | sebelum batas akhir
Kualifikasi penvampaian dokumen
penawaran
c. pembenian penjelasan {apabila | paling cepat 3 (tiga) harl kerja
diperlukan) sejgk mEnggal pengumuman
prakualifikasi
d. penyampainn Dokumen sampai dengan paling kurang 3
Kualifikas: {tiga) hari  kerja  sectelah
berakhirnya
penuyangan pengumuman
prakualifikasi
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¢, evaluasi Kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

pembuktian kualifikasi

disesyaikan dengan keburuhan

g penetipart dan pengurhuman
hasil kualifikasi

1 {sdmy] hari kerja setelah
pembuktian kualifikasi

h. masa sanggah kualifikasi

dalam waktu 5 (lima) han kerja
setelah pengumuman  hasil
kualifikasi sanggah
paling lambet 3 (tiga] harl setelah
akhir masa sanggah

jawaban

b. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) tahap

Tahapan

Waktu

&, Undangan Tender

| [satu) harl kerja setelah selesai
masa  sangeah  kualifikas: jika
tidak ada sanggah atau 1 (satu)
hari kerja setelah semua sanggah
dijuwab

b. pendaftarnn dan pengundahan
Dokumen

sampai dengan 1 [satu] han
kerja sebelum batas akhir
Penyampaian Dokumen
Penawaran

c. pemberian penjelasan

Paling cepat 3 (tiga) hari kenja
sejak tangegal undangan tender

d. penvampaan Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (Tahap )

Dhsestiaikan denpun kebutuhan

e. pembukaan Dokuimen
Penawiran administrasi dan
teknis

1 {satu) hari kerja setelah masa
penyampaian Dokumen
Penuwaran administrasi dan
teknis (tahap I} berakhir

[. evaluasi administrasi

Disesuaikan dengan kebutuhan

g evaluasi tekms dan negosiasi
tekms bagi yvang lulus
evaluasi teknis

Disestakan dengan kebutuhan

h. pengumuman peserta yang
lulus evalludsi ndministraai
dan teknis {tahap [}

| (satu) hari kerja sctelah
evaluasi penawaran

i, penyampaian Dokumen
Penawaran teknis (revisi) dan
harga (tahap Il

Disesuaikan dehgan kebutuhan

1. pembuksan Dokumen
Peniawaran (tahap 1)

setelnh masa penyampaian
Dokumen Penawaran tahap 11
berakhir

k. Evaluas] Dokumen
Penawaran dan Hargn

Disestaikan dengan kebutuhan
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l. Penetapan dan pengumuman

pemenang

1 {satu) hart kenja setelah
evaliuas

m. Masa sangeah

Selama 5 (lima) hari kerja
sotelah pengumuman pemernang
dan jawaban sanggah paling
lambat 3

ftiga) hari kerja setelah akhir
masa sanggah

n. Masa sanggah banding
luntuk pekerjuan konstruksi)

Selama 5 (ima) hari kerja setelah
jawaban sanggah dan jawaban
sunggah banding paling lambat
14 |empat belas) hari kerja
setelah. menerima  klanfikasi
jaminan sanggah banding.

. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyvampaan 2 (dua) file

Tahapan Waktu
a. Undangan Tender 1 [satu) hari kerja setelah selesai
masa sanggah kualifikasi jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) har kersa
setelah semua sanggah dijawab

b. Pendaftaran dan sampal dengan | {saty) hari kerja

pengunduban Dokumen seheium batas akhir Penyampaian
Pokumen Penawaran

c. pembenan penjelasan paling cepat 3 (tiga) han kerja sejak

tanggal undangan Tender

d. penvampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan
Penawaran

¢. pembulkaan Dokumen Setelah masa penvampaian
Penawaran administrasi Dokumen Penawaran berakhir
dan telonis (file [)

f. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan

g evaluasi teknis bagl vang disesunikan dengan kebutuhan
lulus evaluasi
administrasi

h. pengumuman peserta 1 {satu) hari kerja setelah evaluasi
yvang lulus evaluasi penawaran
administrasi dan teknis
{file 1)

i. Pembukaan dokumen 1 [satu) hars kerda setelah
penawaran (file [l bag pengumuman  peserta yang lulus
vang lulus evaluasi teknis | evaluasi admimstrasi dan teknis

3. Evaluasi harga Disesuaikan dengan kebutuhan

k. Penetapan dan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
pENEUMUmMAn pemenag

. Masa sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah,

pengumuman pemenang dan
jawaban sangeah paling lambat 3
{tign) hart kerjo setelah, akhir masa
sangeah
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m. Masa sanggah handing

(untuk pekerjaan
konsniksi)

Selama 5 (lima) hari kerja setelah
jewaban sanggah dan jawaban
sanggah banding paling lambat 14
jempat belas) han kerja setelah
menerima klarifikasi jaminan
sanggah banding.

2) Pemilihan dengan pascakualifikasi

a) Tahap Pemilihan untuk Metode Penvampaian pascakualifikasi 2 (dua) file

[ Tahapan Waktu
| a. Pengumuman Tender Paling kurang 5 (lima) hari kerja
| b. pendaftaran dan | sampal dengan | (satu) hari kerja
pengunduhban Dekumen schelum batas akhir
I Penvampalan Dokumen
. Penawaran
’ c. pemberian penjelasan paling cepat 3 (tga) ban kepa
sejakk  tanggal  pengumuman
| Tender
' d. penyampaian Dokumen disesunikan dengan kebutuhan
Penawnran dan paling kurang 3 (tiga] hari
kerja setelah Berita Acara Hasil
Pemberian Penjelasan

e. pembukaan Dokumen setelah masa penyampaian
Penawaran penawarsrn, Dokumen Penawaran berakhir
administrasi dan dekumen
kunlifikas: [file 1)

f. evaluasi administrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan
kualifikasi

o. evaluasi teknis bagi yang | disesuaikan dengan kebutuhan
lulus evaluasi teknis
administrasi

h. pengumuman peserta vang | 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
Iulus evaluasi administrasi | penawaran
dan teknis (file 1)

i, Pembukaan dokumer 1 [satu] hari kerja setelah
penawaran (file Il bagi yang | pengumuman peserta yang lulus
lulus evaluas: teknis evaluasi administras: dan teknis

J.  Evaluasi harga Disesualkan dengan kebutuhan

k. Pembuktian kualifikasi | Disesuaikan dengan kebutuhan
kepada calon pemenang

. Penetupun dan | 1 (satu] hart kera setelah

pengumuUman pemenang

klanfikasi kualifikas:

m. Masa sanggah

Selama 5 (lima) han kerja setelah
pengumuman  pemenang dan
jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah akhir

. masa sanggah
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{untuk pekerjann konsruksi)

n. Masa  sariggalh  banding Selama 5 (lima) hari kerja setelah

jawaban sanggah dan jawaban
sanggah banding paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah
menerima  klarifikasi jaminan
sangeah banding.

bl Tahap Pernilihan untuk Metode Penyampaian pascakualifikasi 1 (satu)

file
Tahapan Walktu
a] Pengumuman Tender Paling kurang 5 (lima) hari kerja
b pendaftaran dan | sampai dengan 1 {satu] han kena |
pengunduhan Dokumen sebelum batas akhir Penyampaian
Dokumen Penawaran
¢} pembenan penjelasan paling cepat 3 (tiga) harl kena
sejak  tanggal pengumuman
Tender
d) penvampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan
Penawaran dan paling kurang 3 (tiga] hari
kerjn setelah Berita Acara Hasil
Pemberian Penjelasan
e} pembukaan Dokumien Setelah masa penyampatan
Penawaran penawaran Dokumen Penawaran berakhir
i evaluas: administras:, | disesuaikan dengan kebutuhan
teknis, horga dan kualifikasi
gl Pembuktian kualifikasi | Disesuaikan dengan kebutuhan
kepada calon pemenang
h] Penetapan dan | 1 (satu) hari kerja setelah
pengumuman pemenang klarifikasi kualifikasi
i) Masa sanggah Selama 5 [lima] hari kerja setelah

pengumuman pemenang dan jawa
bun sangeah paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah akhir masa
sanggah

1

Masa sangegah banding
(untuk pekerjaan konsruksi)

Selama 35 (lima) han kerja setelah |
jawaban sanggah dan jawaban
sangeah banding paling lambat 14
lempat belas) han kerja setelah

Penawaran

menerima  klarifikasi  jaminan
sanggith banding.
4. Tender Cepat
Tahapan Waktu
#) Undangan Tender =
bl penyampalan Dokumen Paling lama 3 (ugal hari kera

setelah undangan tender.

C]

Pembulkann dokumen
penawaran

selelah masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir
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d) Pengumuman hasil Setelah  pembukaan dokumen
pembukaan dokumen penawaran
penawaran

o} Kiarifikasi kualifiknsi kepada | disesunikan dengan kebutuhan
calon pemenang

) Penetapan pemenang dan 1 (satu} hari Kkerja setelah
pengumuman kianfikast kualifikasi

4] Seleks: Josa Konsultansi Badan Usaha
a. Tahap Prakualifiknsi

Tahapan Waktu
Al Pengumuman prakualifikasi | paling kurang 7 {tujuh) hari kerja
b) endaftaran dan sampai dengan 1 (saw) hari kerja
pengunduhan Dokumen scbhelum batas akhir penyampaian
Kualifikasi dokumen penawsran
¢} pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejok
(apabila diperiukan) tanggul pengumuman
prakualifikas:
d) penvampaian Dokumen paling kurang 3 {tiga) han kerja
Kualifikasi seteluh  berakhirnya penayangan
pengumuman prakualifikasi
e| evaluasi Kualifikos) disesunikan dengan kebutuhan
) pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
gl penetapan dan pengumuman |1 (satu) hari  kerja  setelah
hasil kualifikasi pembuktian kualifikasi
h) mass sanggah kualifikasi 5 (lima) hari kerga setelah
pengumuman hasil kualifikasi
(Jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari setelah  akhir masa
sanggah)

b. Tahap Pemilihan dengan metode evaluasi kualitas

Tahapan Waktu

a} Undangan Seleksi 1 (saty) harn kerja setelnh selesai
masa sanggah kualifikasi jika
tidak ada sanggah atau 1 (satu)
hari kerja setelall semua sanggah

dijawab
b) pendaftaran dan | sampai dengan | (satu) han kenga
pengunduhan Dokumen sebelum batas akhir Penyampaian

Dokumen Penawaran

¢} pembenan penjelasan paling cepat 3 [tiga)] hari kerja
sejak tanggal undangan seleksi
dl penyvampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan
Penawaran
¢] pembukann Dokumen setelah miisa penvampaian

Penawaran administrasi dan | Dolkumen Penawaran berakhir
tekous (file 1)
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fl evaluasi administrasi cisesuaikan dengan kebutuhan

gl evaluasi teknis bagi yang | disesuaikan dengan kebutuhan
lulus evaluasi administrasi

h) Pengumuman peringkat | 1 (satu) han keria setelah evalunsi
teknis

penawaran

iy

Masa sanggah

Selama 5 [lima) hari kerja setelah
pengumuman  pemenang dan
Jawaban sanggah paling lambar 3
(tiga) hari kerja setelah akhir masa
sanggeh

il

Pembukaan Dokumen
Penawaran biaya (fle 11| bagi
vang lulus evaluasi teknis

Seiclah masa sangeah berakhir
alau sanggah telah dijawab

k] Evaluasi dan negosiasi | Disesuaikan dengan kebutuhan
teknis dan biava
Il Penetapan dan | 1 [satu) har kerja setelah evaluasi

PENEUIMUMAN PEMENAng

:. Tahap Pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biava.
pagu anggaran dan biayva terendah.

Tahapan Waktu
al Undangan Seleksi I {satu) han kerja sctelah selesai
masa sanggah kualifikasi jika
tidak ada sanggah atau 1 (satu)
hari kérja setelah semua sanggah
chijawalb
bl pendaftaran dan | sampai dengan 1 (satu) hari kerja
pengunduhan Dokumen scbelum batas akhir Penyampaian
Dokumen Penawaran
¢l pemberian penjelasan paling cepat 3 (nga) hari kerja sejak
tanggal undangan Seleksi
d} penyampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan
Penawaran
¢ pembukaan Dokumen setelah masa penyampaian
Penawaran administrasi dan | Dokumen Penawaran berakhir
reks (file 1)
fi evaluasi administrasi disesuatkan dengan kebutuhan
gl ecvaluasi teknis bagi yang | disesuaikan dengan keburuhan
lulus evaluasi administrasi
k] pengumuman hasil 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
evaluasi administrasi dan | penawaran
telmisl
il Pembukaan dokumen I  (satt) hari  kerja setelah
penawaran (file Tl) bag yang | pengumuman peserta vang lulus
lulus evaluasi tekms evaluasi administrasi dan teknis
i) Evaluasi harga Disesumikan dengan kebutuhan
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k] Penetapan dan pengumuman
pemenang

1 (satu)] han kerja setelah evaluasi

) Masa sanggah

Selama 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman  pemenang dan
jawaban sanggah paling lambatl 3
(tiga) hari kerja setelah akhir masa
sanggah

m) Negosiasi teknis dan biaya

Setelah masa sanggah berakhir

9] Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan

Tahapan Waktu
a) Pengumuman Seleks Paling kurang 5 (lima) hari kerja
b] pendaftaran dan | sampai dengan 1 {satu) han kerja

pengunduhan Dekumen

sebelum batas akhir
Penyampaian Dokumen
Penawaran

¢l pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari Kerja
sejank  tanggal  pengumuman
Tender

d} penyampaian Dokumen
Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan

e} pembukaan Dokumen
Penuwarun penawaran,
administrasi dan teknis (file 1)
dan kualifikasi

setelah masa  penyampaian
Dokumen Peniawaran berakhir

{1  evaluas: admanistras: dan
kualifikasi

disesumkan dengan kebutuhan

gl evaluasi tekmis bagh yang
lulus evaluasi adminisirasi

disesuaiikan dengan kebutuhan

hi Fembuktion kualifilkas)

disesuaikan dengan kebutuhon

i) Pengumuman hasil evaluasi
administrasi dan teknis

1 (satu] hari  kerja  setelah

evaluasi penawaran

jl Masa sanggah

Selama 5 (hma) hani kega setelah
pengumumsan pemenang dan
jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah akhir
masa sanggah

k) Pembukaan dokumen
penawaran (file 1) bag yang
Iulus evaluasi teknis

I (satu) hari kerjer seteluh masa
sanggah

I} Evaluasi dan negosiasi teknis
dan biaya

disesuaikan dengan kebutuhan

m) Penetapan pengumurman
peinenang

I (satu] hari kerja setelah

ovalunsi
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J. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
1, Pelaksansan

&

Pelaksanaan Swakelola tipe | dilakukan dengan ketentuan scbagai
berilaar:
1] PA/KPA dapat mengguniakan peguwal PD lain dan/atau tenaga ahli;
2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (ma puluh persen)
dari jumlah Tim Pelaksana; dan
3] Dalam hal dibutuhken Pengadann Barang/Jasa melalui Penvedia
dilaksanakan sesuru ketentuan dalam Pernturan Presiden.
Pelaksanaan Swakelola tipe [ dilakukan dengan ketentuan sebagai
berilout:
I} PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan FD lain
pelaksana Swakelola; dan
2] PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana
Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja samae sebagaimana
dimaksud pada angka 1}
Pelaksanaan Swakelola tipe 11l dilakukan berdasarkan Kontrak PPK
dengun pimpinan Ormas,
Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK
dengan pimpinan Kelompok Masyarakat,
Untuk pelaksanaan Swakelola tipe [l sebagaimana dimaksud pada huruf
b, tipe Tl sebagaimaiia dimaksud pada huruf c, dan tipe [V sebagaimana
dimaksud pada huruf d nilal pekegean yang tercantum dalam Kontrak
sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pembayuaran Swakelols
Pembayarann Swakelola dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Pengawasan dan Pertanggungiawaban

a.

Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanasn Swakelola dan
penguunaan keudngan kepada PPK secara berkala.

Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPR
dengan Berita Acara Serah Terima.

Pelaksanoan Swakelola diawasi olch Tim Pengawas secara berkaln.

K. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA MELALUI PENYEDIA

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
a. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Selelsi meliput:

1.

1) pelaksanaan kualifikasi;

2) pengumuman dan/atau undangan;

3] pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
4) pemberian penjelasan;
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5] penyampaian dokumen penawarun;

6] evaluasl dokumen penawaran;

7} penctapan dan pengumuman pemenang; dan

8) sanggah.

. Selain  ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurual a untuk

peluksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan

Sanggah Banding,

. Pelaksanaan pemilihnn sebaguimana dimaksud pada huruf o untuk

Seleksi Jasa Konsullansi dilulukan klarifikasi dan negosiasi terhadap

penawaran teknis dian biaya setelah masa sanggah selesal,

. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai

berkut:

1) peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penvedia;

2) peserta menyampaikan penawaran harga;

3) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

4] Penetapan pemenang berdasarkan harga penswaran terendah,

. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang

menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis vang

ditetapkan oleh menten, kepala lembaga, atau Bupati.

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1

[satu) Pelaku Usaha yang dipilin, dengan disertai negosiasi telriis maupun

harga,

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

1) pembelian/pembayvaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan
'Barang,uasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau
kuitansi, atau

2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi
teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung
vang menggunakat SPK,

. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

i. Untuk barang/jasa vang kontraknya harus ditandatangani pada awal

tahiun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

1) penetapan Pagu Angparan K/L; atau

2| persetujuan RKA PD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelnksanaan pemilithan sebagaimana dimaksud pada hurufl 1 dilakukan

setelanh RUP drumumbkan terlebih dahulu melalun aplikasi SIRUP.

. Penawaran harga dapail dilakukan dengan metode peénawaran harga

secara berulang (E-reverse Auction),
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2, Tender/Seleksi Gagal
a. Prakualifikasi gagnl dalam hal:
1] setelah pemberian waktu perpanjangan; tidak ads peserta vang
menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
2) jumlah pesertd yang lulus prakuallfikasi kurang dari 3 (lga) peserta.
b, Tender /Seleksi gagal dalam hal:
1) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
2) ndak ada peserta yvang menyampaikan dokumen penawaran setelah
ada pemberian waktu perpanjangan;
3) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
4) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai
dengan ketentunn dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,
5] seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusl, dan/mtan Nepotisme (KKN);
6| seluruh pesertu terlibat persaingan usaha tidak schat;
7) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya di atas HPS;
8] negosiasi biaya pada Seleksi udak tercapai; dan/ atau
9) KKN melibatkan Pokja Pemilihan /PPK.
¢. Tender Cepat gagal dalam hal:
1| udak ada peserta atau hanva | [saiu) peserta vang menyampaikan
dokumen penawaran seielali ada pemberian waktu perparjangan;
2) pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang meénghadini
verifikasi data kualifikasi;
3) ditemukon kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai
dengnn ketentuan dalam Peratdran Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4) seluruh pesérta terlibut korupsl kolusi, dan /atall nepotisme;
5) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak schat; dan/atau
6) korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

d. Prakualiikasi gapal sebapmimana dimeksud pada hurufl a dan
Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf b engka | sampai
dengan angka 9 dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

e. Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 10
dinvatakan oleh PA/KPA.

. Tindak lanjut dari prakualifikas gagal sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan
ketentuan:

1) setelah prakualifikast ulang jumlah peserta yang ulus 2 (dua) pescrta,
proses Tender/Seleks] dilanjutkan; atan
2} setelah prakualifikes ulang jumlah peserta yang lulus | (satu) peserta,

dilanjutkan dengan proses Penunjulkan Langsung,
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. Tinddk lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada

huruf b Pokja Pemilihan segera melakukan:
1) evaluasi ulang; atau
2] Tender/Seleksi ulang.

. Evaluasi penawaran uling sebhagaimana dimaksud pada hurul g angka 1),

dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
Tender/Seleksi ulang sebagamana dimaksud pada buruf g angka 2),
dilakuican untuk Tender/Seleks: gagal sebagaimana dimaksud pada
hurdl b angka 2 sampai dengan anghka 9,

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada hurul i
gagal, Pokja Pemilthan dengan persetujuan PA/KPA  melakukan
Penunjukan Langsung dengan kritena:

a) kebutuhan tidek dapat ditunda; dan

bl tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender /Seleksi.
Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ Pokja Pemilihan melakukan reviu penvebab kegagalan Tender Cepat dan
melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemiliban lnin.

Pelaksanaan Kontrak
a. Pelaksanaan Kontrak terdin atas;

1} Penetapan SFPBJ;

2) Penandatanganah Kontrak,;

3) Pemberian uang muka:

4) Pembayaran prestasi pekerjaan;

5) Perubahan Kontrak;

6) Penvesuaian harga,

7] Penghentian Kontrak atau Berakhirmya Kontrak:
8] Pemutusan Kontrak;

9) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

10) Penanganan Keadaan Kahar.

b. PPK dilarang mengadakan ikatan petjanjian atau menandatangani Kontrak

dengan Penyedia, dalam hal belum tersechin anggaran belanja atau tidak
cukup tersedin anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya
batas anggarar belanju yang tersedia untuk kegiatan yang dibiaym
APBN/APBD,

Pembavaran Prestas: Pekerjaan
a, Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah

dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

b. Retensi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar 5% {lima persen|

digunakan sebagai Jaminan Pemeliharnan Pekerjman Konstruksi atau
Jumingn Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa

pemeliharaan.
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. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada

subkontraktor, permintaan pembavaran harus dilengkapi  bukt

pembayaran kepada subkontraktor sesua dengan realisasi pekerjaannya;

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan daldm bentuk:

1) pembayaran bulanan;

2} pemboayaran  berdasarkan  tehapan  penyelesaian  pekerjaan/
termin; atau

3) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesuinn pekerjaan,

Pembayaran dapat dilakukan scbelum prestasi  pekerjaan  untuk

Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran

terlebih  dahuly  sebelum  barang/jasa  diterima,  setelash Penyedia

menyampaikan jaminan atas pembavaran yang akan dilakukan.

Pembavaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan vang

belum terpasang vang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di

lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Ketentuan mengenai  pembavaran sebelum  prestasi pekepaan

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dilakukan sesual dengan ketentuan

peraluran perundang-undangan,

5. Perubahan Kontrak

.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksannan dengan gambar dan/atau spesifikas: telmis/KAK yang

ditentukan dalam dokumeén Kontrak, PPK bersama Penvedia dapat

melakukan perubahan kontrak, vang meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume vang tercantum dalam Kontrak;

2] menambah dan/atau mengurang Jems kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesua dengan kondisi lapangan: dan/
atau

41 mengubah jadwal pelaksanaan.

. Dalam hal perubuhan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a

mengakibatkani  penambahan  nilal  kontrak, perubahan  kontrak
diluksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) darl harga vang tercantum dalam Kontrak
awal

6. Keadaan Kahar

&
b.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak.

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan
kahar dapat melewiati Tahun Anggaran.

. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.
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7. Penyelesaian Kontrak

a. Dalam hal Penyedin gagal menyelesaikan pekerjaan sampal masa
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia
mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penvedia
untuk menvelesaikan pekerjaan.

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimuat dalam adendum kontrak
yang didalamnya mengatur wakm penyelesaian pekerjaan, pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan
Pelaksanaan.

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaumana dimaksud pada huruf a, dapat melampaui Tahun Anggaran.

8. Serah Terima Hasil Pekerjann

o, Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan
yvang lermuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

b. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa vang diserahkan.

¢. PPK dan Penyedia menandatungari Berita Acara Serah Terima.

d. PPK menycrahkan barang/jasa scbagaimana yang dimaksud kepada
PA/KPA.

e. Serah terima schagammana dimaksud pada hurufl d. dituangkan dalam
Berita Acara.

L, PENGADAAN KHUSUS
l. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darural
a. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk
keselamatan/pérlindingiin masyarakat atat warga negara Indonesia
vang berada di dalam negeri dan/atau luar negeni vang pelaksanaannya
tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
b. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana aldm, bencana non-aldam, dan/atay bencana sosial;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

J) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik;

4) bencana alam, bencana don-alam, bencana sosial, perkembangan
situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan
kebljakan pemerintah asing vang memiliki dampak langsung terhadap
keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri:
dan/atau

5] pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena

bencana,
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¢. Penetapan keadann darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka
1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

d. Keadaun darurat sehogaimana dimaksud pada huruf b angka 1 meliputi
singa darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan,

e. Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf
b PPK menunjuk Penyedia terdekat vang sedang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelalu Usaha Iain yang dinilai
mampu dan memenuhi kualifikasmt untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis.

f. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan
konstrulsi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih
doalam kurun waktu keadaan darurat.

g Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa dietisi dengan konstruksi
permanen, penyelesaian pekerjann  dapat melewati masa  keadaan
darurat.

2. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

.

b.

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nemor 12 tahun 2021,

Dalam hal ketentyan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada
hurul a udak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
menyesuaikan dengan ketentuan Pengndaan Barang/Jasa di negars
setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadiun Barang/Jasa di Luar
Negeri mengacu pads persturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang luar negeri,

3. Pengecualian

&

Pengecualian atas ketentuan yang mengatur pengadunn barang/ jasa ini

adalah:

1) Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan
Umum Daerah;

2] Pengadasn Barang/ Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tanf yang
dipublikasikan secara Inas kepada masysrakat;

3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesual dengan praktik bisnis
vang sudah mapan; dan/atau

4) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya

Pengadaan Barang/Jasa poada Badan Layanan Umum/Badan Layanan

Umum Daerah diatur tersendir] dengan peraturan pimpinan Badan Layanan

Umum.

Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Lavanan Umum Daerah belum

memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendin, pelaksanaan
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Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan
Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021,
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecunlinn  dalam  Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatur dengan Peraturan

Lembags Kebljakon Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada

Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah.

4. Penelitian
a. Peneliban dilakukan oleh:

1} PA/KPA pada PD sebaga penyelenggirn penclivan; dan

2} Pelaksana penelitian.

b. Penyelenggara penelitian sebagaimana ditnaksud pada huruf a angka 1),
memiliki kewenangan:

1) menetapkan rencana strategis penelitian yvang mengacy pada arah
pengembangun penelitian nasional;

2} menetapkan program penelitien tebiunan yang mengacu pada rencana
strategis penelitian dan/atau  untuk mendukung perumusan dan
penyusunan kebijakan pembangunan nasional; dan

3) melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.

c. Peiaksana penelitian scbagaimana dimaksud pada huruf a8 angka 2).
meliputi:

1) Individu/kumpulan individu meliputi  Pegawai  Aparatur  Sipil
Negara/non-Pegawal Aparatur Sipil Negara:

2) Perangkat Daerah;

3) Perguruan Tinggi;

4) Ormas; dan/atau

5) Badan Usahao.

d. Pelaksana peneliian sebigaimana dimaksud pada huraf ¢ ditetapkan
berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.

¢, Kompetisi scbagaimana dimaksud pade huruf d dilaksanakan melalui
seleks) proposal penelitian.

. Penugasan sebagaimana dimaksud pade huruf d ditetapkan oleh
penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus,

g Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang
berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)] penvelenpgeara penelitian.

h., Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) Tahun

Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

i.  Pembayaran pelaksanaan penclitian dapat dilakuken secara bertahap atau
sekaligus sesunl dengun kontrak penelitian.

). Pembayaran sebagnimana dimaeksud pada huruf . dilskukan berdasarkan
produk keluaran sesudl ketentuan dalamn kontrak penelitian.
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k. Ketentuan lebili lanjut mengenai penelitian berpedoman pada peraturan
menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset,
teknolog, dan pendidikan tinggi.

5. Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar

Negen

8. Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

1} Pengadaan Pekerjsan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

2) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

3] Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau

4) Pengudaar, Barang/Jasa vang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit
Elspor atau Kreditor Swasta Asing.

b. Tender/Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan
sebagaimana dimaksud pada huruf a Angka 1) Angka 2) dan angka 3) dalam
hal udak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi
persyaratan.

¢. Badan wusaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional
sebagaimana dimaksud pads huruf a harus melalukan keria sama usaha
dengan badan usaha ndsional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau
bentuk kena sama lainnya.

d. Badan usaha asing yang melaksannkan Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri delam negeri dalam
pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayadan purnajual,

¢, Pengudaan Barang/PeRerjasn Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya
yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam
situs web  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Duerah  dan  situs  web
komunitas internasional,

. Dokumen Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional paling sedikit
ditulis dalam 2 (dug ) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

g Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada huruf [ dokumen yang berbahasa Indonesia
dijadikan acuan.

h, Pembayaran Kontrak melalui  Tender/Seleksi Internasional  dapat
menggunakan mata uang rupioh dan/atu sesusi depgan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

. Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari
pinjuman luar riegeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana
diatur daliam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, kecuali diatur lain
dalam perjanjian pinjaman luar negen atau perjanjian hibah luar negeri
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J. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan vang pendanaannyas

bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanaken sebelum

disepakatinya perjanjian pinjaman luar negen (advance procurement).
k. Dalam menyusun peranjian sebagnimana dimaksud pada huruf | dapat
dikonsultasikan kepacda LKPP.
M. USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN
BERKELANJUTAN

1. Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

n.

b.

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pemernintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta
koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib
mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen| dari nilai
anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah,

Paket Pengadaan Barang/Pekenuan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai Pagu Anggoran sampal dengan Rpl15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah) diperuntukan bag usaha kecil dan/atau koperasi,

Nilan Pagu Angearan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huyruf d
dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan leknis
vang tdak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

Pemerintahl Daerah memperluns peran sertn usaha kecil dan koperasi
dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi
dalam katalog elektronik,

Penyedia usaha nonkecil atau koperasi vang melaksanaksan pekeaan
melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi
dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya,
jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang vang
bersangkutan.

Kerin sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana
dimaksud pada huruf g dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

2. Penggunaan Produk dalam Negen

.

PD waiib menggunakan produk dalum negeri, termasuk rancang bangun
dan perekayasaan nasional.

b. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada huruf a dilakukan jika terdapat peseria yang menawarkan
barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TEDN)
ditambah mnilai Bobot Manfrat Perusahaan (BMP) paling rendah
40%{empat puluh persen).

Nilai TRDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada
daftar inventansas: barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan
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oleh kementerian yang nmienyelengparakan urusan pemetintahan di
bidang perindustrian.

d. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada huruf b dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan
Pengadaan, atau Pemilihan Penvedia,

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada humifl d dicantumkan dalam
RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan,

I. Pengadnun barang impor dapat dilukukan, dalam hal:

1] boarang tersebut belum dapat diproduksi i dalam negeri; atau
2} velume produksi dalam negen tidak mampu memenuhi kebutuhan,

3. Pengadaan Berkelanjutan

4,

a. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
berkelanjutan,
b. Aspek berkelanfutan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdin atas:

1) aspek ekonomi mehlputi biaya produkst barang/jasa sepanjang usia
barang/jasa tersebut,;

2) aspek sosial mellputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi
kerja vang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan,
dan keberagaman; dan

3] aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif
terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan
menggunakan sumber dava alam sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/
Jasa:

b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak
dalam Pengadaan Barang/Jusa; dan

¢. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun
Dokumen Pemilihan.

N. PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

1.

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elcktronk

Penyvelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik
mengeunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung

Ruung lingkup SPSE terdiri atas:

a. perencanaan pengadaan;

b. persiapan pengadaan;

¢. pemilihan penyedia;

d. pelaksanaan kontrok;
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e. serah terima pekerjaan;

f. pengelolnan penyedia; dan

& katalog elektronik.

SPSE sebagnimana dimaksud pada angka 2 memiliki interkoneksi dengan
sistem informasi perencanaan, pengunggaran, pembayvaran, manajemen
aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.

Sistem pendukung SPSE meliputi;

. portal pengadasn nasional:

. pengelolaan sumber daya manusia pengadaan barang/jass;

pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;

. pengelolaan peran serta masyarakat,

pengelolann sumber daya pembelajaran; dan

maotiitoring dan evaluasi.

=6 on gp

O. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1.

W

Setelah pekerjaan selesai 100% [sergtus persen) sesual dengan ketentuan
vang tertuang dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk serah tenma barang/jasa.

PPK melakuknn pemenksonn terhadap barang/jasa vang diserahkan.

3. Pemeriksaan dilukukan torhadap kesesunion hosil pekerjaan terhadap

kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontral.

Apabila dalam pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan vang
tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasii  pekerjaan, PPK
memerintahkan  Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.

PPK dan Penyedia menandatangani Benta Acara Serah Terima.

PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud kepada PA/KPA.
Serah ternima sebagaimana dimaksud pada huruf 6 dituangkan dalam berita
acara.

P. PENGADAAN BARANG/JASA LANGSUNG SISTEM PENGADAAN

I-

Dalam rangka pengendalian kegiatan khususnya Pengadaan Barang/Jasa

dengan sistem Pengadaan Langsung diwajibkan kepada sémua PA di PD

untuk menginput data Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan

sistem Pengadaan Langsung melalui aplikasi SPSE dengan alamat

wiw. [pse. lnmongankab. go. id

Sistem pengadaan langsung memberikan informasi mengenai data pekerjnan

yang dilaksanakan dengan metode  wansaksional dan  non

transaksional/pencatatan untuk kategori non tender.

n. Pengadaan Langsung untuk barang/jasa linnya yang harganya sudah
pasti denpgan nilai paling banyak RpS50.000.000,00 (lima pulub juts
rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut



- Bl -

1} Pejabat Pengadian melakukan pemesanan Barang/Jasa lainnya ke
Penyedia,

2] Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa lainnva;

J) Penyedia menyerablkan bukt pembelian / pembayarin atau kuitansi
kepada PPK; dan /atau

4) PPK melalkukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu

oleh Tim Pendukung.

. Pengadaan Langsung untuk :

1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banvak Rp100.000.000,00
{seratus juta rupish);

2] Barang/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh  juta rupigh) sampai dengan nila  paling banyak
Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

3) Pekerjasn Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00
{dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagal berikut:

1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan vang akan
dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik
dan /atan non-elektronik.

2} Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia,
Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit
dart 2 [dua) sumber informasi yang berbeda.

3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini
mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga
dan kualifikasi.

4) Undangan dilampiri spesifikasi  teknis dan/atsu gambar serta
dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan vang
dibutuhkan.

3) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran
administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesual
jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluas
administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan
klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia
dengan barga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan,

7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain
sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

8 Dalom  hal negosiast  hargn tdak  menghasilkon  Kesepakatan,
Pengadaan Langsung dinyatukan gagal dan dilakukan Pengadaan
Langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain,
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9) Pejabat Pengadaan membuat berita acara basil Pengadaan Langsung
yang terdini dari:
. nama dan alamat penvedia;

. harga penawnran terkoreksi dan barga basil negosiasi;

. hasil negosiasi harga (apabila ada);
. keterungan lain yang dianggap periu: dan
f. tangeal dibuatnva berita acara,
10)Fejabat Pengadann melaporkan hasil pengadaan langsung kepada
PPK.
¢. Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampakan formulir isian
kualifikasi, apabila menurut pertmbangan Pejabat Pengadaan, pelaku
usahn dimaksud memiliki kemampuan untiak melaksanakan pekerjaan.
3. Pada saat pencairan untuk metode (ransaksional wajib melampirkan
summary report/tender dan SPSE sebagai identitas kegatan dan syarat
pencaIran.
4, Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang ditransakswonalkan dengan
system pengadaan langsung, apabila belum diinputkan ke dalam SPSE maka
PPK wajib menginputhannya dalam metode non transaksional/ pencatatan.

a
b
C. unsur-insur yang dievaluasi [apabild ada);
d
e

5. Metode non transaksional/percatatan adalah sistem pencatatan terhadap
proges pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnyd yang
bemilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupieh) dengan
perikatan non SPK berupa bukti pembelian/pembayaran serta untuk
Pengadaann Barang/Jasa Lamnnya dengan nilam  paling banyak
Rp30.000.000.00 {lima puluh juta rupiah)] dimana harge dan spesifikasi
sudah pasti serta tidak ada penawaran dengan perikatan non SPK berupa

kuitansi.
6. Proses pelaksanaan pengadaan langsung jasa konstruks) melalui penyedia
dilakukan melalui
u. Sistem pengicdaan langsung secara elektronik; atau
b. Secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadnan secara
elektronik.

7. Pada saal pencairan’ untuk metode non transaksional/pencatatan wajib
melampirkan printsereen/ capture dari SPSE sebagai {dentitas keglatan dan

syaral pencaran.

Q. PENGADAAN LANGSUNG MELALUI JATIM BEJO
Berdusarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Bela Pengadaan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (UMKK] khususnya untuk berperan serta dalam
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pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Daerah perlu mendoreng peran
serta UMK dengan memberikan kemudahan dan melibatkan dalam penyediaan
kebutuhan barang/jasa di Perangkat Daerah (PD). Belanja Pemernntah Daerah
dapat digunakan sebagal instrumen untuk membangun UMKK.

Salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (PBJP) yang pesertanya UMKK adalah Belanja Langsung dengan
nilai pengadaan paling banyak Rp50.000,000,00 (ima pulub juta rupiah). Oleh
karena itu, perlu dibuat proses Belanjn Langsung secara elektronik vang
scderhana dengan tetap terkelola secara efektil, efisien, trunsparan, dan
askuntabel sehingga akan memudahkan dan meningkatkan UMKK berpartisipasi
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut,
Gubernur  Jawa  Timur  menerbitkan Surat  Edaran Nomor
027/15051/022.1/2022 yang substansinye meningkatkan pembelian dan
pemanfaatan produk barang/jasa dalam negeri dan sebagai tindak lanjut dani
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) di lingkungan Provinsi
Jawa Timur melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistemn Elektronik
(PPMSE) dalam Toko Daring yang dikelola LKPP sckaligus menyukseskan
program Jatim Bejo.

Pelaku pengadaan melalui Jaum Bejo:
1. FPK:
2. pejabar pengadaan (personil JF pengelola pengadaan barang/jusa),
3. penyedia barang/jasa;
4. bendahara.
Produk vang dapat tayang/transaksi pada Jatim Bejo:
1. standar atau dapat distandarkan;
2. memilika sifat resiko rendah;
3. harga sudah terbentu di pasar.
Persyaratan Pendaftaran Jatim Bejo bagi Pelaku Usaha:
1. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP)
a) Akta Pendirian;
b) SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);
c] NPWP
d) SIUP (Surat Ijin Usala Perdagungan) dan TDP (Tanda Dalftar
Perusahaan), atau;
e) NIB (Nomaor Induk Berusaha) sebagai pengganti SIUP dan TDP;
f) Foto Produk;
gl Alamat emuil aktif;
h] Nemor Rekening Bank Jatim
2. Relengkapan Dokumen Bagi Pelaku Usaha Non Pengusaha Kena Paujak (Non
PKP|
a) Akta Pendirian!
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b) Sural Keterargan dan/atau Surat Pernyataan Non PKP

¢) NPWP;

dj SIUP (Surat [jin Usaha Perdagangani dan TDP (Tanda Daftar
Perusahann), atau;

e} NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti SIUP dan TDP,

f) Foto Produk;

g) Alamat email akuf;

h) Nomor Rekening Bank Jatmn

3, Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku UMKM

it} KTP Pemilik Usaha;

bl NPWP Pemilik Usahn;

¢l Surat Keterangan Usaha yang Dikeluarkan oleh Kelurahan;
d] Foto produl,

¢] Alamat email aktif; dan

fi Nomor Rekening Bank Jatim

R. PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SIRUP
Aplikasi Sistem Informasi Rencand Umum Pengadaan [SIRUP) adalah Aplikasi
vang berbasis Website (Web based) vang fungsinva sebagal sarana atau alat
untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Akun Pengguna SIRUP terdin darn :

1

.Admin PPE [Pusat Pelayanan Elektronik)

Admin PPE adalah Administrator system dari perwakilan suatu instansi yorg
mengelola aplikasi dan infrastrukwur terkait pengadaan secara clektronik.

. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran (PA) adalali Pejabat Pemegang Kewenangan penggunann
anggaran K/L/PD

. Pejabat Pembuat Komitmen {PPK]

Peiabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberikan kewenganan
oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ ateu melakukan Tindakan
vang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/Daerah.

. Admin RUP

Admin RUP berperan untuk membantu PPK dalam melakukan identifikasi
pemaketan RUP atau input manual paket RUP apabila pendelagasian
pekerjann telah dilakukan oleh PPK,

Peran Pengguna Anggaran (PA) dalam Aplikasi SIRUP:

L.

melakukan kelola pengguna;

2. melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK;
3
4. mengumumkan Paket RUP,

melakukan kelola PKS [Program, Kegiaton dan Sub Kegiatan|;
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mengupload File Rencana Kerja Anggaran Daerah;

membatalkan Final Draft Paket RUP,

melakukan Revisi Paket;

konsolidasi Palet;

memanfaatikan Fitur Moner dan Cetak Puket RUP di Satker Peran PPK dalam
Aplikasi SIRUP:

a) melakukan Update Data PPK;

b) menyusun RUP di Aplikasi SIRUP;

¢) melakukan Finalisasi Draft Paket RUP;

d) inisiasi Revisi Paket RUP;

Peran Admin RUP dalam Aplikast SIRUP ;

I.
-

melakukan Identifikasi Pemaketan;
membuat Paket Penyedia, Swakelola dan Penyedia dalam Swakelola

Sesuai dengan Surat Edaran Sekda Laumongan Nomor : 050/194/413.023/2022
tentang Percepatan Penyelenggaraan Katalog Elekronik Lokal dan Pemanfaatun
Toko Daring dengan langkah percepatan sebagai berikut;

1)

3

4

Menginstruksikan Kepala Dinas yang membidangi koperasi, usaha kecil dan
menengah/ perdagangan/ perindustrian berperan akul dengan
mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi untuk
berparusipas: dalam Katalog Lokal dan Toko Daring;

Menginstruksikan Inspektur melakukan pemantsusn dan pengawasan
realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toke
Danng,

Menginstruksikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan memfasilitasi pendaftaran akun Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan
koperasi serta mendamping /memfasilitasi pendaftaran dan penayangan
produknya (en boarding) ke dalam Katalog Lokal dan Toko Daring;
Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen |[PPK) dan Pejabat Pengadaan
(PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui barang/jasa Katalog
Lokal dan Toko Daring.
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BAB IV

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

A. MAKSUD
Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan untuk mengetahui tingkar penyerapan
anggaran berbanding ungkat kemajuan fisik pekeraan.

B. TUJUAN
1] sebagai referensi penyusunan lapornn akuntabilitas kinerja instansi dalam
pelaksannan program vang dilaksanakan;
2] menyyyikan perkembangan dan péncapaian ketja secara berkala;
3) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan pelaksansan program dan
kegiatan Perangkat Daerah; dan
4] sebagai bahan penyusunan rekomendasi rencana tindak lanjut.

C. HASIL YANG DIHARAPEKAN
1) tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam
pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023;
2] terwujudnya gambaran perkembangan dan pencapman pelaksanaan program
dan kegilatan APBD Tahun Anggaran 2023, dan
3) teridentifikasinya permasalahan vang timbul dari pelaksanaan program dan
kegatan APBD Tahun Angegaran 2023,

D. ALUR PELAPORAN

1) Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Penpguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran
menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulannva kepada
Bupati ¢/q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Seckretariat Daerah
Kabupaten Lamongan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya;

2) Lapouran Reabsasi Fisik dan Keuangan sampal dengan batas waktu vang
ditentukan belum  diterima, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
mengirimkan surat kepada pengguna anggaran bersangkutan; dan

3) Laporan Reabasi Fisik dan Keusngan vang telah diterima setiap bulannya
dilskukan rekapitulast dan telaah olely Bagian Administrasi Pembangunen
berdasarkan laporan vang disampaikan oleh Pengguna Anggaran unit kerja
bersangkutan,

E, PROGRES FISIK DAN KEUANGAN
1] Progres fisik kegiatan Udak selalu mengikutl progres kenangon;
2] Apabila progres fisik kegiatan mengikutl progres kewangan, berdampak pada
lambannya pelaksanpan kegiatan, sehingga menimbulkan stigma negatif bahwa
aparatur pemerintah pelaksana program keglatan bekerja tidak optimal, dengan
kata lain kinerja tdak mengalami peningkatan secara signifikan; |

o A e
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Untuk kegiatan-kegintan yang harus ada di setiap unit kerja sangat wajar
progres keuangan dah fisik selalu beriringan;,

Paket pekerjaan konstruksi melalui proses pengadaan barang/jass sangat
mungkin progres fisik melampaui progres kevangon karenn kontrak dibayar
selelah ada progres pekerjnan atau serah terimn pekerjaan 100% [seratus
persen);

Progres fisik kegiatan konstruks! dimulai darl penyusunan Detall Enginering
Design [DED), pelaksanaan pengatlaan barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan dan
berakhir dengan serah terima pekerjaan;

Ketika berakhimya perjanjian penylsunan Detail Enginering Design (DED)
kepada konsultan perencanaan, maka progres fisik kegiatan sudah dapat
dikatakan berprogres 5% (lima persen) walaupun proses pembayaran belum
dilakukan;

Ketika proses pemilibian penvedia baik melalui POKJA ULP maupun dilakukan
olech Pejabat Pengadaan telah selesal dan pemenang telah ditetapkan sampai
dengan ditandatanganinya surat perjanjflan kerja sama (kontrak), SPK, maka
progres dapot dikataken telah mencapa 10% (sepulub persen) ;

Ketika pekerjuun kegiatan konstruksi telah mencapai 30% (tiga puluh persen),
maks progres fisik kegiatan dinilal maju 45% (empat pulub litna persen) dan
seterusnya hinpea pelaksanaan pekerjaan dilaporkan 100% (seratus persen)
maka progres fisik kegiatan dupat ditetapkan sebesar 100% {seratus persen}.
Format laporan realisasi fisik dan keusngan sebagaimana tercantum dalam
lampiran.
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BABV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. UMUM

1.

Pimpinan PD wdjib melaporkan progres keuangan dan fisik kegiatan yang
dikirim kepada Bupati Lamongan melalui aplikasi online Realisasi Fisik
Kabupaten Lamongan dengan alamat of lamongankab,. go. i

Penginman luporan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya sebagai bahan Pengendalian Kegintan Fisik di level Organisasi
Perangkat Dacrah.

Bagion Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan sesuai
dengan fungsinva mengolah luporan tersebut sebagal bahun pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

B. SISA DANA PENGELOLAAN KEGIATAN
Sisa Dana Kegiatan [termasuk Sisa Tender) yang sudah tidak dipergunakan lagi
harus disetorkan ke Kas Daecrah paling lambat 29 Desember pada tahun
berkenann dan dilaporkan kepada Bupati.

C. PENGENDALIAN KEGIATAN
Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan PD se Kabupaten
Lamongan.

ki

Rapat Pengendslian Realisasi Fisik PD yang selanjutnya disebut Rakor
Pengendalian Keglatan Fisik PD diselenggarakan di Tirigkat Kabupaten.

. Pengendalinn Realisasi Fisik Kegiatan PD yvang dilaksanakan adalah:

Pengendulinn Operasional Keglatan Tingkat Penanggungjawab Kegiatan,
PPK/ PPTKPD dengan menyianpkan data kKegiatan serta permasalahan yang
periu dipecahkan.
Pengendalian Realisasi Fisik Kegiatan PD bertujuan:
a] memantau pelaksangan kegiatan
b] pemecahan masalah yang ditemu: dalam pelaksanaan kegiatan
c) peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.
Dalam rangka peningkalan pengawasan melekat serta pencapaian ¢fisensi
dan efekiifitas pelaksanaan APBD, SKPD masing-masing supaya
mengadnkan evaluasi.
Penvampaian laporan dalam Pengendalian Realisasi Fisik Kegiatan PD:
4) menvajikan data pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan yang ada di
PD masing-masing.
bl untuk penyajian tersebut dintas harus disusun:
1) laporan kemajuan kegiatan sampal dengan bulan laporan.
2) permasalahan yang ditemui untuk dijadikan bahan penyelesaian atau
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sebagal pedoman/pegangan bagl kegiatan lain yang menemui
masalah-massdlah yang sama.

Bahan-bahan Rakor Pengendalian Realisasi Fisik Kegintan PD.

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan bertanggung

Jowab atas penyusunan dan kajisn yang akan dibicarakan; dijadikan bahan

dulam Rakor Pengendalian Operasjonal Kegiatan PD.
Apabila dipandang perlu hasil pembahasan dilanjutkan dengan peninjauan
lapangan.

D, PENGAWASAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Lamongan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pengawasan fungsional atas APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023

2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIF) melaksanakan pengawasan
atas APBD Kabupaten Lamongan tahun 2023 sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

3. Hasil Pengawasan APIP dimaksud angka 2 dilaporkan kepada Bupati
Lamongan.

4. Hasil pemeriksanh harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dalam Laporan

5. Atasan langsung bertanggung jawab atas pengawasan melekat terhadap
aparat bawahannya.

9, Dalam rangka mengikutsertakan pengawasan oleh masydarakat terhadap
prlaksanaan kegiatan dibuatkan papan nama kegiatan.

E. LAIN-LAIN

Bagi PD yang secara teknis mengelola kegiatan yang dibiayai dari Pusat/Propinsi
agar melaporkan kepada Bupali kegiatan tersebut dengan dilampiri DIPA/DPA-
SKPD dan Rencana Kerja Operasional (RKO) beserta Rencana Anggaran Biaya
Pelaksanaannyn.
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BAB VI

Dernikian Petunjuk Teknis Pelaksariaan Pernbangunan Tahun Anggaran 2023,
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BA HUKUM,

\ M. ROTS
NIP. 19710615 200312 | 007



DIMENSI
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PEKERJAAN
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DIMENSI

PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI




KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR: ......

Pada hari i ........... tanggal .. . 'bulan .......... tahun...
bertempat di... Knrm selatu Tun Tr:imts hcrdaa-&rkim K.eputusun
Fcnmuna Anggnmn Skl tanggal............ NOOT . ceeciiiininianiaiaias . tentang
i bai dmgan susunan Tim sebagai berilout:

1. Nama'l jabatan : Ketua
2. Nama KD vosibuidpeitetius I alE jabatan : Sekretans/Anggota
3. Nama R RO ryp RN jabatin ; Anpggots

Masing-masing karena jabatarinva, dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan

terhadap penyerahan :

Pekerjaan
Rontrak 1 NOMIOR'  Taesiniesnenisnsisnnns
TangEal! 1. vy
Yang dilakukan oleh penyedia :
Nama b
Alamat - S O L e ey PR TR Ry T
Jabatan : Direktur (Nama Badan Usaha)............. T R TR

Hasil Pemeriksaan sebagaimana disebut dalam lampiran yang merupakan satu
kesatuan dari Berita Acara Pemerilisaan Pekerjaan, dinvatakan

d. Sesuai dengan kontrak, diben tanda v yang selanjutnya dapatl menjach dasar
dilakukannya Serah Terima Pekerjaan oleh Pejahar Penanda Tangan Kontrak.

b. Tidak Sesuai dengan Kontrak, kami beri tanda X yang selarmjutnva diusulkan
kepidaPejabat Penanda Tangan Kontrak untuk memenntahkan pada penyedia

untuk dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk

dipergunakan scbagimana mestinya.

PENYEDIA
BARANG/ASA

Dirﬂk‘ ur‘l+ PRl P RETRRE R R R

f Uress Samw Tom Telonm Seaual Jobaran
**| Dhiss Nama Semiim Thist Telews

1, 'Niania**)
Tundn twngun
L. Numa®|
2. Nantu
Tandn tangan
Tanda thngan
I Nurria
3, Namy
Tardu tanjgen
Tanda tangan
3 Nammu

Tnnda rangan

...............................

-----------------------------------



DAFTAR
Lampiran Berita Acara

Hasil Pemeriksaan Nomor @ ...,
Volume dan Hasil
Item yang Keterangan
No. diperiksa Spesifikasi Pemeriksaan
1 2z 3 E 5
I
2
) eler H
v = Sesuail kontrak X = Tidak sesuai kontrak
TIM TEKNIS
L. Nama
Tanda tangan
A NENE 300 fucrersseeoeetesestensstesee
Tanda tangan
3. Nama

Tanda tangan




Pada hari ini .. tanggal ... bulan ... tahun ... kami yang bertanda tangan dibawah fni-

I. Nama
Jabatan . Pejabat Penandatangan Kontrak

(PD/UPTDJAlAMAL © ovvvovviroirir
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Jubamn ¢ Direktur/......... CV/PT............
vang selanjutnyva disebut PIHAK KEDUA.

pada PIHAK KEDUA untyl dilakukan perbaikan sesuaj dengan kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dulam rangkap 4 (empat) uniuk
dipergunakansebagimana mestinya,

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU




